PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Martapura Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

fiG. HUKUM SETDA BANJAR
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Peraturan Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang
Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah (lembaran Negara Republik Indionesia tahun 2017
Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencna Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-
2042.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Daerah adalah Kabupaten Banjar.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Banjar.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang  memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan  kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang
bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Pulau/Kepulauan.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis
kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai
arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa blok.

Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi,
sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah
WP dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub WP.

Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial dan/atau  administrasi  lingkungan
permukiman kecamatan.

Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman
kelurahan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan
ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki
pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
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Sub blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok
berdasarkan perbedaan sub zona.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan
pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Zoba Lindung Geologi (LGE) adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi,
kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Zona Cagar Budaya (CB) adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.

Zona Badan Air (BA) adalah bagian dari air permukaan yang
mencakup seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air
dan daratan.

Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan
dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu,
pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan
hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Zona Perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona
perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana
perikanan.

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi dayayang
dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata
baik alam, buatan, maupun budaya.

Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.


https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya,
olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan
dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala
pelayanan yang telah ditetapkan.

Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk
menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat
terpadu, seperti perumahan dan  perdagangan/jasa,
perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.

Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat
bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi,
serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi
dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan tanah
di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan
sebagai tempat untuk mngelola sampabh.

Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang di daratan
dengan batas-batas tertentu yang dimanfaatkan sebagai
terminal angkutan umum.

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan
tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan
bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi
hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional,
Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

Tempat Evakuasi sementara adalah ruang penyelamatan diri
(escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul
(assembly point) penduduk ketika terjadi bencana.

Tempat Evakuasi Akhir adalah lokasi akhir pengungsian yang
pada dasarnya memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul
anggota keluarga pascabencana terjadi, dan tempat pengungsi
mendapatkan bantuan dan melakukan aktivitas harian rumah
tangga hingga proses pemulihan dimulai.

Hunian adalah gedung atau bangunan tempat tinggal atau
kediaman atau rumabh.

Non-hunian adalah gedung atau bangunan yang berfungsi
untuk kegiatan pelayanan umum atau untuk kegiatan
komersial.

Permukiman Berorientasi ke sungai adalah hunian yang akses
untuk kegiatan sehari-hari penghuninya atau berdasarkan
sejarah bergantung pada perairan sungai.
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Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ
kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail
tata ruang.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang
terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
RTBL.

Kaveling Minimum adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak
terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat
tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan
termasuk parit, selokan, pagar, roil dan lain sebagainya.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan
terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan
tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning
konvensional yang dikembangkan untuk memberikan
keluwesan penerapan aturan Zonasi.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah  lain  dalam
penyelenggaran penataan ruang.

Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang
yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan
kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan
berkesinambungan.
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Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Martapura Tahun 2022-2042.

Tujuan penetapan Perataturan Bupati ini untuk
mewujudkan Perkotaan Martapura sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah yang berketahanan, berkarakter agamis dan
berkebudayaan melalui pengembangan permukiman,
pelayanan umum, pendidikan, perdagangan dan jasa,
industri, dan pariwisata religius, serta tata kelola
lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a.

=5

o o

5o

e

(1)

(2)

(3)

tujuan penataan wilayah perencanaan;
rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

ketentuan pemanfaatan ruang;
peraturan zonasi;

kelembagaan;

peran serta masyarakat;

larangan; dan

sanksi administratif.

BAB II
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Lingkup wilayah perencanaan digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan
luas 5.494,47 (lima ribu empat ratus sembilan puluh empat
koma empat tujuh) hektare, beserta ruang udara diatasnya,
ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan
perundang-undangan.

Batas-batas Kawasan Perkotaan Martapura dimaksud pada
ayat (2), secara administratif terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura
Timur;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru;



(4)

(5)

-10 -

c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan;
dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan
Kecamatan Martapura Barat

Wilayah  Perencaaan Kawasan  Perkotaan  Martapura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif
terdiri atas:

a. Kecamatan Martapura Barat meliputi Desa Sungai Batang,
Desa Teluk Selong, Desa Teluk Selong Ulu;

b. Kecamatan Martapura meliputi Desa Bincau, Desa Bincau
Muara, Desa Cindai Alus, Desa Indrasari, Desa Jawa Laut,
Kelurahan Jawa, Kelurahan Keraton, Kelurahan Murung
Keraton, Desa Murung Kenanga, Kelurahan Pesayangan,
Desa Pesayangan Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa
Pesayangan Utara, Kelurahan Sekumpul, Kelurahan Sungai
Paring, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Desa Labuan Tabu,
Desa Sungai Sipai, Desa Tanjung Rema, Desa Tunggul
Irang, Desa Tunggul Irang Ulu, Desa Tungul Irang Ilir, Desa
Tungkaran, dan Desa Tambak Baru;

c. Kecamatan Martapura Timur meliputi Desa Akar Baru,
Desa Antasan Senor, Desa Antasan Senor Ilir, Desa Dalam
Pagar Ulu, Desa Keramat, Desa Keramat Baru, Desa Mekar,
Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Tengah, Desa
Pekauman, Desa Pekauman Dalam, Desa Pekauman Ulu,
dan Desa Tambak Anyar Ilir; dan

d. Kecamatan Karang Intan meliputi Desa Jingah Habang Ulu,
Desa Jingah Habang Ilir, Desa Karang Intan, Desa Pandak
Daun.

Kawasan Perkotaan Martapura merupakan satu kesatuan
Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang
dibagi menjadi 6 (enam) Sub Wilayah Perencanaan yang
selanjutnya disingkat SWP dan 26 (dua puluh enam) blok
sebagai berikut:

a. SWP A terdiri atas sebagian Desa Cindai Alus, sebagian
Desa Tungkaran, dan Desa Sungai Batang, terdiri atas:

1. Blok A.1 direncanakan dengan luas 112,86 (seratus dua
belas koma delapan enam) hektare;

2. Blok A.2 direncanakan dengan luas 204,44 (dua ratus
empat koma empat empat) hektare;

3. Blok A.3 direncanakan dengan luas 101,79 (seratus satu
koma tujuh sembilan) hektare;

4. Blok A.4 direncanakan dengan luas 264,77 (dua ratus
enam puluh empat koma tujuh tujuh) hektare; dan

5. Blok A.5 direncanakan dengan luas 238,17 (dua ratus
tiga puluh delapan koma satu tujuh) hektare.

b. SWP B terdiri atas sebagian Desa Cindai Alus, sebagian
Kelurahan Keraton, sebagian Kelurahan Pesayangan,
sebagian Kelurahan Sungai Paring, sebagian Desa
Pesayangan Barat, sebagian Desa Sungai Sipai, dan
sebagian Desa Tungkaran, terdiri atas:
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1. Blok B.1 direncanakan dengan luas 226,70 (dua ratus
dua puluh enam koma tujuh) hektare;

2. Blok B.2 direncanakan dengan luas 89,45 (delapan
puluh sembilan koma empat lima) hektare;

3. Blok B.3 direncanakan dengan luas 121,27 (seratus dua
puluh satu koma dua tujuh) hektare;

4. Blok B4 direncanakan dengan luas 183,10 (seratus
delapan puluh tiga koma satu) hektare;

5. Blok B.5 direncanakan dengan luas 158,07 (seratus lima
puluh delapan koma nol tujuh) hektare;

6. Blok B.6 direncanakan dengan luas 184,29 (seratus
delapan puluh empat koma dua sembilan) hektare; dan

7. Blok B.7 direncanakan dengan luas 133,87 (seratus tiga
puluh tiga koma delapan tujuh) hektare.

SWP C terdiri atas Kelurahan Jawa, sebagian Kelurahan
Keraton, sebagian Kelurahan Pesayangan, sebagian
Kelurahan Sungai Paring, sebagian Desa Pesayangan
Barat, sebagian Desa Pesayangan Selatan, sebagian Desa
Pesayangan Utara, sebagian Desa Sungai Sipai, sebagian
Desa Tungkaran, Desa Teluk Selong, Desa Teluk Selong
Ulu, Desa Akar Baru, Desa Antasan Senor Ilir, Desa Dalam
Pagar Ulu, Desa Keramat, Desa Keramat Baru, Desa
Mekar, Desa Melayu, Desa Melayu Illir, Desa Melayu
Tengah, Desa Pekauman, Desa Pekauman Dalam, dan Desa
Pekauman Ulu, terdiri atas:

1. Blok C.1 direncanakan dengan luas 141,61 (seratus
empat puluh satu koma enam satu) hektare;

2. Blok C.2 direncanakan dengan luas 258,02 (dua ratus
lima puluh delapan koma nol dua) hektare;

3. Blok C.3 direncanakan dengan luas 224,46 (dua ratus
dua puluh empat koma empat enam) hektare; dan

4. Blok C.4 direncanakan dengan luas 133,67 (seratus tiga
puluh tiga koma enam tujuh) hektare.

SWP D terdiri atas sebagian Desa Bincau, sebagian Desa
Bincau Muara, sebagian Desa Indrasari, Desa Jawa Laut,
sebagian Kelurahan Jawa, sebagian Kelurahan Keraton,
Kelurahan  Murung Keraton, sebagian Kelurahan
Pesayangan, sebagian Kelurahan Sekumpul, sebagian
Kelurahan Sungai Paring, Kelurahan Tanjung Rema
Darat, Desa Murung Kenanga, sebagian Desa Pesayangan
Selatan, sebagian Desa Pesayangan Utara, Desa Tambak
Baru, Desa Tanjung Rema, sebagian Desa Tunggul Irang,
Desa Tunggul Irang Ilir, Desa Antasan Senor, Desa
Antasan Senor llir, dan Desa Tambak Anyar Ilir, terdiri atas:

1. Blok D.1 direncanakan dengan luas 238,76 (dua ratus
tiga puluh delapan koma tujuh enam) hektare;

2. Blok D.2 direncanakan dengan luas 167,38 (seratus
enam puluh tujuh koma tiga delapan) hektare; dan

3. Blok D.3 direncanakan dengan luas 276,93 (dua ratus
tujuh puluh tujuh koma sembilan tiga) hektare.
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e. SWP E terdiri atas sebagian Desa Jingah Habang llir,
sebagian Desa Bincau, sebagian Desa Bincau Muara,
sebagian Desa Indrasari, sebagian Kelurahan Sekumpul,
sebagian Desa Labuan Tabu, sebagian Desa Tunggul Irang,
terdiri atas:

1. Blok E.1 direncanakan dengan luas 315,20 (tiga ratus
lima belas koma dua nol) hektare;

2. Blok E.2 direncanakan dengan luas 292,10 (dua ratus
sembilan puluh dua koma satu nol) hektare;

3. Blok E.3 direncanakan dengan luas 146,17 (seratus
empat puluh enam koma satu tujuh) hektare; dan

4. Blok E.4 direncanakan dengan luas 298,26 (dua ratus
sembilan puluh delapan koma dua enam) hektare.

f. SWP F terdiri atas sebagian Desa Jingah Habang Iilir,
Jingah Habang Ulu, Desa Karang Intan, Desa Pandak
Daun, sebagian Desa Bincau, sebagian Desa Indrasari,
sebagian Desa Labuan Tabu, terdiri atas:

1. Blok F.1 direncanakan dengan luas 290,23 (dua ratus
sembilan puluh koma dua dua) hektare;

2. Blok F.2 direncanakan dengan luas 283,39 (dua ratus
delapan puluh tiga koma tiga sembilan) hektare; dan

3. Blok F.3 direncanakan dengan luas 409,50 (empat ratus
sembilan koma lima) hektare.

Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Rencana struktur ruang, terdiri atas:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
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c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.4;
b. SWP C pada Blok C.3; dan
c. SWP F pada Blok F.1.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi SWP D pada
Blok D.1, dan Blok D.3;

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimakasud dalam
ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. pusat lingkungan kecamatan; dan
b. pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a, meliputi SWP E pada Blok E.3;

Pusat lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. SWP A pada Blok A.5;
b. SWP B pada Blok B.1; dan
c. SWP D pada Blok D.3.

Rencana pengembangan pusat pelayanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jalan umum;

b. terminal penumpang;

c. halte;

d. jaringan jalur kereta api antarkota;

e. stasiun kereta api; dan

f. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. jalan arteri primer;

b. jalan kolektor primer;

c. jalan lokal primer; dan
d. jalan lingkungan primer.

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi Ruas Jalan Ahmad Yani dengan Panjang
12,95 (dua belas koma sembilan lima) kilometer melalui Blok
C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a. Ruas Jalan Martapura Lama dengan panjang 3,28 (tiga koma
dua delapan) kilometer melalui Blok C.1, dan Blok C.2;

b. Ruas Jalan Bincau dengan Panjang 6,84 (enam koma
delapan empat) kilometer melalui Blok D.1, Blok E.1, Blok
E.4, dan Blok F.2;

c. Ruas Jalan Karang Intan dengan panjang 2,83 (dua koma
delapan tiga) kilometer melalui Blok F.2, dan Blok F.3;

d. Ruas Jalan Meranti dengan panjang 8,54 (delapan koma
lima empat) kilometer melalui Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, dan Blok
C.1;

e. Ruas Jalan Merdeka dengan panjang 2,71 (dua koma tujuh
satu) kilometer melalui Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4;

f. Ruas Jalan Taruna Praja dengan panjang 3,47 (tiga koma
empat tujuh) kilometer melalui Blok B.1, dan Blok B.4;

g. Ruas Jalan Taruna Bhakti dengan panjang 0,56 (nol koma
lima enam) kilometer melalui Blok B.4;

h. Ruas Jalan Taruna Praja Raya dengan panjang 2,08 (dua
koma nol delapan) kilometer melalui Blok B.4, Blok B.6, dan
Blok B.7;

i. Ruas Jalan Veteran dengan panjang 3,52 (tiga koma lima
dua) kilometer melalui Blok B.4, Blok B.7, Blok C.3, dan
Blok C.4;

j- Ruas Jalan Kertak Baru dengan panjang 1,69 (satu koma
enam Sembilan) kilometer melalui Blok C.1, dan Blok C.2;

k. Ruas Jalan Tanjung Rema dengan panjang 2,42 (dua koma
empat dua) kilometer melalui Blok D.1, dan Blok D.2;

1.  Ruas Jalan Sultan Adam dengan Panjang 0,70 (nol koma
tujuh) kilometer melalui Blok D.1;

m. Ruas Jalan Sekumpul dengan panjang 2,04 (dua koma nol
empat) kilometer melalui Blok D.2, dan Blok D.3;

n. Ruas Jalan Muhibbin Raya dengan panjang 1,08 (satu
koma nol delapan) kilometer melalui Blok E.2;
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Ruas Jalan Pinggaran dengan panjang 0,30 (nol koma tiga)
kilometer melalui Blok D.1, dan E.1;

Ruas Jalan Pintu Air dengan panjang 2,09 (dua koma nol
sembilan) kilometer melalui Blok D.3, dan Blok E.2;

Ruas Jalan Sekumpul Ujung dengan panjang 4,73 (empat
koma tujuh tiga) kilometer melalui Blok D.3, Blok E.2, dan
Blok E.3;

Ruas Jalan SMP 3 dengan panjang 2,04 (dua koma nol
empat) kilometer melalui Blok E.2, dan Blok E.3; dan

Ruas Jalan Irigasi dengan panjang 13,12 (tiga belas koma
satu dua) kilometer melalui Blok E.2, dan Blok E.3.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri atas:

a.

b.

Ruas Jalan Barjad dengan panjang 0,12 (nol koma satu dua)
kilometer melalui Blok B.1;

Ruas Jalan Meranti dengan panjang 8,54 (delapan koma
lima empat) kilometer melalui Blok B.4, dan Blok B.6;

Ruas Jalan Irigasi dengan panjang 5,28 (lima koma dua
delapan) kilometer melalui Blok B.4, Blok D.2, Blok E.1, dan
Blok E.4;

Ruas Jalan Pinus Rahayu Elok dengan panjang 0,55 (nol
koma lima lima) kilometer melalui Blok B.7;

Ruas Jalan Komp. Saadah 2 dengan panjang 0,21 (nol koma
dua satu) kilometer melalui Blok C.4;

Ruas Jalan Komp. Taman Bunga dengan panjang 0,21 (nol
koma dua satu) kilometer melalui Blok D.3;

Ruas Jalan Kurnia dengan panjang 0,22 (nol koma dua dua)
kilometer melalui Blok C.3;

Ruas Jalan Makam dengan panjang 0,26 (nol koma dua
enam) kilometer melalui Blok C.3;

Ruas Jalan Batuah dengan panjang 0,52 (nol koma lima
dua) kilometer melalui Blok C.3;

Ruas Jalan Keraton Tengah dengan panjang 0,43 (nol koma
empat tiga) kilometer melalui Blok C.3;

Ruas Jalan P. Hidayatullah dengan panjang 0,49 (nol koma
empat Sembilan) kilometer melalui Blok C.3;

Ruas Jalan Pendidikan dengan panjang 0,19 (nol koma satu
sembilan) kilometer melalui Blok D.3;

Ruas Jalan Pendidikan 1 dengan panjang 0,26 (nol koma
dua enam) kilometer melalui Blok D.3;

Ruas Jalan Pendidikan 2 dengan panjang 0,21 (nol koma
dua satu) kilometer melalui Blok D.3;

Ruas Jalan Pendidikan 3 dengan panjang 0,25 (nol koma
dua lima) kilometer melalui Blok D.3;

Ruas jalan Rahayu dengan panjang 0,49 (nol koma empat
sembilan) kilometer melalui Blok C.4;

Ruas Jalan Kebun Bunga dengan panjang 0,27 (nol koma
dua tujuh) kilometer melalui Blok C.4;
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r. Ruas Jalan Kenanga dengan panjang 0,07 (nol koma nol
tujuh) kilometer melalui Blok D.1; dan

s. Ruas jalan Batas Kota dengan panjang 0,78 (nol koma tujuh
delapan) kilometer melalui Blok D.3.

Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas:

a. Ruas Jalan Irigasi dengan panjang 5,84 (lima koma depalan
empat) kilometer melalui Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3;

b. Ruas Jalan Karang Intan dengan panjang 0,74 (nol koma
tujuh empat) kilometer melalui Blok F.1;

c. Ruas Jalan Kebun Serai dengan panjang 1,71 (satu koma
tujuh satu) kilometer melalui Blok E.2, dan Blok E.3;

d. Ruas jalan Komp. Wira Pratama dengan panjang 0,25 (nol
koma dua lima) kilometer melalui Blok D.3;

e. Ruas Jalan Pasar Papan dengan panjang 0,13 (nol koma
satu tiga) kilometer melalui Blok C.2;

f.  Ruas jalan Pendidikan dengan panjang 0,23 (nol koma dua
tiga) kilometer melalui Blok D.3;

g. Ruas Jalan Reel dengan Panjang 0,46 (nol koma empat
enam) kilometer melalui Blok C.2;

h. Ruas Jalan Syekh. Moh. Arsyad Al Banjar dengan panjang
0,19 (nol koma satu Sembilan) kilometer melalui Blok C.1;
dan

i. Ruas Jalan Teluk Sanggar dengan panjang 1,37 (satu koma
tiga tujuh) kilometer melalui Blok D.3, dan E.2.

Perubahan sistem, fungsi dan kelas jalan umum yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. terminal penumpang tipe B; dan
b. terminal penumpang tipe C.

Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdapat di SWP D pada Blok D.1.

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdapat di SWP C pada Blok C.4.

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
meliputi halte bus, terdapat di:
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t. SWP C pada Blok C.3, dan Blok C.4; dan
u. SWP D pada Blok D.2.

Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 11

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf huruf c meliputi trase Banjar-Banjarbaru-
Banjarmasin, terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.6
dengan Panjang jalur 4,10 (empat koma satu) kilometer;
dan

b. SWP C pada Blok C.2 dengan Panjang jalur 1,59 (satu koma
lima Sembilan) kilometer.

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikembangkan Ilebih lanjut sesuai
kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 6
Stasiun Kereta Api

Pasal 12

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf e meliputi stasiun penumpang sedang, terdapat di
SWP C pada Blok C.2 dengan nama stasiun Martapura.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 13

Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi alur
pelayaran kelas III, terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.3;
b. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.2; dan
c. SWP D pada Blok D.1.

Alur pelayanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di Sungai Martapura melintasi Banjarmasin-Martapura
dengan panjang alur 5,83 (lima koma delapan tiga) kilometer.

Alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.
b.

C.

0

(1)

(2)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum,;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf a, terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
c. jaringan distribusi tenaga listrik.

Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di :

a. SWP C pada Blok C.2; dan
b. SWP E pada Blok E.4.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di SWP E pada Blok E.2, Blok
E.3, dan Blok E.4.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, berupa Saluran Udara Tegangan Menengah
(SUTM), terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
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Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a. telepon fixed line; dan
b. Sentral Telepon Otomat (STO).

Telepon fixed line sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, terdapat di SWP B pada Blok B.5.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu berupa menara Base Transceiver Station (BTS)
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan
Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E. 1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;
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b. sistem pengendali banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer; dan
b. jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok
A.5;

b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok
B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1; dan
b. SWP F pada Blok F.3.

Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi bangunan pengendali banjir, terdapat di SWP
B pada Blok B.6.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

a. pintu air; dan

b. prasarana irigasi.

Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat
di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;

b. SWP C pada Blok C.4;

c. SWP D pada Blok D.2;

d. SWP E pada Blok E.4; dan

e. SWP F pada Blok F.3.

Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4;

b. SWP B pada Blok B.4, Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.4

d. SWP E pada Blok E.2, dan Blok E.3; dan
SWP F pada Blok F.1, dan Blok F.3.

®
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Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf d, berupa unit produksi.

Untit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
jaringan transmisi air minum, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok
A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan

(1)

(2)

(3)

Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 19

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e, meliputi sistem pengelolaan air limbah
domestik setempat.

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa sub-sistem pengolahan
setempat yang terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.4;

c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.3;

e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan
f. SWP F pada Blok F.1, dan Blok F.3.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 20

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf {, terdiri atas:

a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
(TPS3R); dan

b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP
C pada Blok C.4.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.4;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok
B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf g, terdiri atas:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan peresapan (kolam retensi).

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.2;

d. SWP D pada Blok D.1;

e. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.2, dan Blok F.3.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdapat di:
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a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok
A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan D.3;

e. SWPE pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan
f. SWP F pada Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.6, dan Blok B.7;
b. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.3; dan
c. SWP E pada Blok E.4.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf h, terdiri atas:

a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat pada:

a. Jalan Ahmad Yani;
b. Jalan Batas Kota;

c. Jalan Bincau;
d

Jalan Irigasi;

®

Jalan Karang Intan;
Jalan Kebun Serai;

Jalan Keraton Tengah;
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h. Jalan Kertak Baru;

i. Jalan Makam;

j. Jalan Martapura Lama;

~

Jalan Meranti;
Jalan Merdeka;

. Jalan Muhibbin Raya;
Jalan P. Hidayatullah;

[um—

Jalan Pasar Papan;
Jalan Pendidikan;

Jalan Pintu Air;

"2 T 9 B og

Jalan Rahayu;

Jalan Reel,

& w

Jalan Sekumpul,

Jalan Sekumpul Ujung;

Jalan SMP 3;

Jalan Sultan Adam;

Jalan Syekh. Moh. Arsyad Al Banjar;

Jalan Tanjung Rema;

NS oW £ = g

Jalan Taruna Bakti;

aa. Jalan Taruna Praja Raya;
bb. Jalan Teluk Sanggar; dan
cc. Jalan Veteran.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdapat di:

a. SWP A pada Blok A.5;

b. SWP B pada Blok B.6;

c. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
d. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.2; dan

e. SWP E pada Blok E.3.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, terdapat di:

a. SWP B pada Blok B.3;
b. SWP C pada Blok C.3;
c. SWP D pada Blok D.2; dan
d. SWP E pada Blok E.3.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdapat pada Jalan Ahmad Yani.
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Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdapat pada:

a. Jalan Ahmad Yani;
b. Jalan Menteri Empat; dan
c. Jalan Batuah.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Rencana Pola Ruang dilaksanakan pada ruang darat, ruang
udara dan ruang bawah tanah dalam satu kesatuan penataan
ruang.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterjemahkan dalam klasifikasi zona yang terdiri dari:

a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

Ketentuan mengenani rencana pola ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf a, terdiri atas:

a.

b
C.
d

zona perlindungan setempat dengan kode PS;
zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
zona lindung geologi dengan kode LGE;

zona cagar budaya dengan kode CB; dan
zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, direncanakan dengan luas 57,17
(lima puluh tujuh koma tujuh belas) hektare, terdapat di:

a.

SWP A dengan luas 12,16 (dua belas koma satu enam) hektare
meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
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SWP B dengan luas 11,40 (sebelas koma empat) hektare meliputi
Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dan Blok B.7;

SWP C dengan luas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare
meliputi Blok C.4;

SPW D dengan luas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;

SWP E dengan luas 14,00 (empat belas) hektare meliputi Blok
E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4; dan

SWP F dengan luas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektare
meliputi Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 huruf b, direncanakan dengan luas
42,22 (empat puluh dua koma dua puluh dua) hektare, terdiri
atas :

a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;

c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
e. subzona taman RW dengan kode RTH-5

f. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

g. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas
2,15 (dua koma satu lima) hektare, terdapat di SWP E Blok
E3.

Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas
5,41 (lima koma empat satu) hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare
meliputi Blok C.4;

b. SWP D dengan luas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3; dan

c. SWP E dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) meliputi
hektare meliputi Blok E.3.

Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas
0,81 (nol koma delapan satu) hektare, terdapat di SWP C
meliputi Blok C.1, dan C.4.

Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas
0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di SWP B
meliputi Blok B.4.
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Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas
0,04 (nol koma nol empat) hektare, terdapat pada di SWP B
meliputi Blok B.1.

Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan dengan luas
28,87 (dua puluh delapan koma delapan tujuh) hektare,
terdapat di:

a. SWP B dengan luas 2,52 (dua koma lima dua) hektare
meliputi Blok B.3, dan Blok B.5;

b. SWP C dengan luas 6,78 (enam koma tujuh delapan)
hektare meliputi Blok C.3, dan Blok C.4;

c. SWP D dengan luas 6,82 (enam koma delapan dua) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan

d. SWP E dengan luas 12,75 (dua belas koma tujuh lima)
hektare meliputi Blok E.1, dan Blok E.2.

Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan denga luas
3,97 (tiga koma Sembilan tujuh) hektare, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare
meliputi Blok A.3, dan Blok A.4;

b. SWP B dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare meliputi
Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.6;

c. SWP C dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare
meliputi Blok C.2, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) meliputi Blok
D.1; dan

e. SWP F dengan luas 3,52 (tiga koma lima dua) hektare
meliputi Blok F.1.

Paragraf 4
Zona Lindung Geologi

Pasal 27

Zona lindung geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas subzona imbuhan air tanah
dengan kode LGE-4 direncanakan dengan luas 718,99 (tujuh ratus
delapan belas koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:

a.

SWP B dengan luas 191,05 (seratus sembilan puluh satu koma
nol lima) hektare meliputi Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

SWP C dengan luas 162,21 (seratus enam puluh dua koma dua
satu) hektare meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D dengan luas 103,54 (seratus tiga koma lima empat)
hektare meliputi Blok D.1, dan Blok D.2; dan

SWP E dengan luas 262,19 (dua ratus enam puluh dua koma
satu sembilan) hektare meliputi Blok E.1, dan Blok E.4.
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Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 28

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 huruf d, direncanakan dengan luas 0,32 (nol koma tiga
dua) hektare, terdapat di:

a. SWP B dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare meliputi
Blok B.3, dan Blok B.5; dan

b. SWP C dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare meliputi
Blok C.1.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 29

Zona badan air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 huruf e, direncanakan dengan luas 69,49 (enam puluh
sembilan koma empat sembilan) hektare, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare
meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 7,53 (tujuh koma lima tiga) hektare meliputi
Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP Cdengan luas 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) hektare
meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 15,14 (lima belas koma satu empat) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare
meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektare meliputi
Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. zona pertanian dengan kode P;

o

zona perikanan dengan kode IK;

zona kawasan peruntukan Industri dengan kode KPI;
zona pariwisata dengan kode W;

zona perumahan dengan kode R;

zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

zona campuran dengan kode C;

>R oo a0

zona perdagangan dan Jasa dengan kode K;

=

zona perkantoran dengan Kode KT;

j- zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
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k. zona transportasi dengan kode TR; dan
l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 31

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a, direncanakan dengan luas 354,63 (tiga ratus
lima puluh empat koma enam tiga) hektare, terdiri atas:

a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
c. subzona peternakan dengan kode P-4.

(2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas
239,40 (dua ratus tiga puluh sembilan koma empat) hektare,
terdapat di:

a. SWP B dengan luas 6,89 (enam koma delapan sembilan)
hektare meliputi Blok B.5;

b. SWP C dengan luas 100,27 (seratus koma dua tujuh)
hektare meliputi Blok C.1, dan Blok C.2;

c. SWP E dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare
meliputi Blok E.3; dan

d. SWP F dengan luas 129,01 (seratus dua puluh sembilan
koma nol satu) hektare meliputi Blok F.2, dan Blok F.3.

(3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 5,31 (lima
koma tiga satu) hektare, terdapat di:

a. SWP D dengan luas 2,62 (dua koma enam dua) hektare
meliputi Blok D.3; dan

b. SWP E dengan luas 2,69 (dua koma enam sembilan) hektare
meliputi Blok E.2

(4) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 109,92
(seratus sembilan koma Sembilan dua) hektare, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 54,77 (lima puluh empat koma tujuh
tujuh) hektare meliputi Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 33,55 (tiga puluh tiga koma lima lima)
hektare meliputi Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;

c. SWP E dengan luas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare
meliputi Blok E.2, dan Blok E.3; dan

d. SWP F dengan luas 19,81 (sembilan belas koma delapan
satu) hektare meliputi Blok F.1.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 32

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam pasal
30 huruf b, terdiri atas subzona perikanan budi daya dengan kode
IK-2, direncanakan dengan luas 632,47 (enam ratus tiga puluh dua
koma empat tujuh) hektare, terdapat di:
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a. SWP A dengan luas 272,48 (dua ratus tujuh puluh dua koma
empat delapan) hektare meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 98,22 (sembilan puluh delapan koma dua
dua) hektare meliputi Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan
Blok B.7;

c. SWP C dengan luas 18,58 (delapan belas koma lima delapan)
hektare meliputi Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare meliputi
Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan
enam) hektare meliputi Blok E.3, dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 186,68 (seratus delapan puluh enam koma
enam delapan) hektare meliputi Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana
dimaksud pada pasal 30 huruf c, direncanakan dengan luas 44,04
(empat puluh empat koma nol empat) hektare, terdapat di SWP A
pada Blok A.1, dan Blok A.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada pasal
30 huruf d, direncanakan dengan luas 1,53 (satu koma lima puluh
tiga) hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 1,04 (satu koma nol empat) hektare meliputi
Blok C.1; dan

b. SWP E dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare
meliputi Blok E.4.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 35

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf e, direncanakan dengan luas 2.816,17
(dua ribu delapan ratus enam belas koma satu tujuh) hektare,
terdiri atas:

a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
dan

c. subzona peumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

(2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
dengan luas 93,91 (sembilan puluh tiga koma sembilan satu)
hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 54,53 (lima puluh empat koma lima
tiga) hektare meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
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b. SWP D dengan luas 39,38 (tiga puluh sembilan koma tiga
delapan) hektare meliputi Blok D.1, dan Blok D.2.

Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
dengan luas 2.017,13 (dua ribu enam belas koma satu tiga)
hektare, terdapat di:

a. SWP A dengan luas 385,52 (tiga ratus delapan puluh lima
koma lima dua) hektare meliputi Blok A.3, Blok A.4, dan
Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 415,93 (empat ratus lima belas koma
sembilan tiga) hektare meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4,
dan Blok B.7;

c. SWP C dengan luas 144,20 (seratus empat puluh empat
koma dua) hektare meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 229,17 (dua ratus dua puluh sembilan
koma satu tujuh) hektare meliputi Blok D.1, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 341,78 (tiga ratus empat puluh satu
koma tujuh delapan) hektare meliputi Blok E.2, Blok E.3,
dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 500,52 (lima ratus koma lima dua)
hektare meliputi Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan
dengan luas 705,13 (tujuh ratus lima koma satu tiga) hektare,
terdapat pada:

a. SWP A dengan luas 43,61 (empat puluh tiga kona enam
satu) hektare meliputi Blok A.2, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 231,66 (dua ratus tiga puluh satu koma
enam enam) hektare meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5,
Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C dengan luas 79,59 (tujuh puluh sembilan koma lima
sembilan) hektare meliputi Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

d. SWP D dengan luas 136,62 (seratus tiga puluh enam koma
enam dua) hektare meliputi Blok D.1, dan Blok D.2; dan

e. SWPE dengan luas 213,65 (dua ratus tiga belas koma enam
lima) hektare meliputi Blok E.1, dan Blok E.4.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, direncanakan dengan luas
126,75 (seratus dua puluh enam koma tujuh lima) hektare,
terdiri atas:

a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
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Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas
94,47 (sembilan puluh empat koma empat tujuh) hektare,
terdapat di:

a. SWP A dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare
meliputi Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektare
meliputi Blok B.1, dan Blok B.3;

c. SWP C dengan luas 18,83 (delapan belas koma delapan tiga)
hektare meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam)
hektare meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 18,34 (delapan belas koma tiga empat)
hektare meliputi Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3; dan

f. SWP F dengan luas 3,80 (tiga koma delapan) hektare
meliputi Blok F.1.

Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
dengan luas 16,19 (enam belas koma satu sembilan) hektare,
terdapat di:

a. SWP A dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare
meliputi Blok A.4;

b. SWP B dengan luas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektare
meliputi Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C dengan luas 7,66 (tujuh koma enam enam) hektare
meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan

e. SWP E dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektare
meliputi Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.

Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan

dengan luas 11,57 (sebelas koma lima tujuh) hektare, terdapat

di:

a. SWP A dengan luas 1,54 (satu koma lima empat) hektare
meliputi Blok A.1, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare
meliputi Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.6;

c. SWP C dengan luas 3,89 (tiga koma delapan sembilan)
hektare meliputi Blok C1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare
meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare
meliputi Blok F.2.

Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas
4,53 (empat koma lima tiga) hektare, terdapat di:
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a. SWP A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare
meliputi Blok A.2, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare
meliputi Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok
B.7;

c. SWP C dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare
meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare
meliputi Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare
meliputi Blok F.2, dan Blok F.3.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 37

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud pada
pasal 30 huruf g, direncanakan dengan luas 338,51 (tiga ratus
tiga puluh delapan koma lima satu) hektare, tediri atas:

a. subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

b. subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2.

Subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
dengan luas 210,61 (dua ratus sepuluh koma enam satu)
hektare, terdapat pada:

a. SWP A dengan luas 44,72 (empat puluh dua koma tujuh
dua) hektare meliputi Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A,4;

b. SWP B dengan luas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare
meliputi Blok B.5;

c. SWP C dengan luas 52,87 (lima puluh dua koma delapan
tujuh) hektare meliputi Blok C.1, dan C.2;

d. SPW E dengan luas 50,23 (lima puluh koma dua tiga)
hektare meliputi Blok E.3, dan Blok E.4; dan

e. SWP F dengan luas 59,38 (lima puluh sembilan koma tiga
delapan) hektare meliputi Blok F.1, dan F.2.

Subzona campuran menengah/sedang dengan kode C-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
dengan luas 127,91 (seratus dua puluh tujuh koma Sembilan
satu) hektare, terdapat pada:

a. SWP A dengan luas 29,90 (dua puluh sembilan koma
sembilan) hektare meliputi Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP B dengan luas 41,32 (empat puluh satu koma tiga dua)
hektare meliputi Blok B.1, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7;

c. SWP C dengan luas 18,69 (delapan belas koma enam
sembilan) hektare meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok
C.4,
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d. SWP D dengan luas 23,84 (dua puluh tiga koma delapan
empat) hektare meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
dan

e. SWP E dengan luas 14,16 (empat belas koma satu enam)
hektare meliputi Blok E.2, dan Blok E.3.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 huruf h, direncanakan dengan luas
61,73 (enam puluh satu koma tujuh tiga) hektare, terdiri atas:

a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
dan

c. subzona pedagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
sebagaimna dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan dengan
luas 17,15 (tujuh belas koma satu lima) hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 6,22 (enam koma dua dua) hektare
meliputi Blok C.4; dan

b. SWP D dengan luas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga)
hektare meliputi Blok D.1.

Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

sebagaimna dimaksud ayat (1) huruf b, direncanakan dengan

luas 27,32 (dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare, terdapat

di:

a. SWP C dengan luas 16,74 (enam belas koma tujuh empat)
hektare meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan

b. SWP D dengan luas 10,59 (sepuluh koma lima delapan)
hektare meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3.

Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-
3 sebagaimna dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan
dengan luas 17,26 (tujuh belas koma dua enam) hektare,
terdapat di:

a. SWP C dengan luas 5,25 (lima koma dua lima) hektare
meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;

b. SWP D dengan luas 6.01 (enam koma nol satu) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

c. SWP E dengan luas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare
meliputi Blok E.2; dan

d. SWP F dengan luas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare
meliputi Blok F.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada
pasal 30 huruf i, direncanakan dengan luas 72,48 (tujuh puluh
dua koma empat delapan) hektare, terdapat di:



- 35 -

a. SWP A dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare meliputi
Blok A.5.

b. SWP B dengan luas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektare meliputi
Blok B.3, Blok B.5, dan Blok B.6;

c. SWP C dengan luas 7,38 (tujuh koma tiga delapan) hektare
meliputi Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4;

d. SWP D dengan luas 4,18 (empat koma satu delapan) hektare
meliputi Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

e. SWP E dengan luas 10,99 (sepuluh koma delapan lima) hektare
meliputi Blok E.1, Blok E.2; Blok E.3, dan Blok E.4; dan

f. SWP F dengan luas 46,82 (empat puluh enam koma delapan dua)
meliputi Blok F1.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 huruf j, direncanakan dengan luas 0,33
(nol koma tiga tiga) hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 0,15 (nol koma lim belas) hektare meliputi
Blok C.4;

b. SWP D dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hectare
meliputi Blok D.3; dan

c. SWP E dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare
meliputi Blok E.3.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 41

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam
pasal 30 huruf k, direncanakan dengan luas 2,46 (dua koma satu
empat) hektare, terdapat di:

a. SWP C dengan luas 2,10 (satu koma satu) hektare meliputi Blok
C.2; dan

b. SWP D dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare meliputi
Blok D.1.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf 1, direncanakan dengan luas 1,37
(satu koma tiga tujuh) hektare, terdapat di SWP D pada Blok D.2.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan
struktur ruang sesuai dengan RDTR.
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Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), terdiri atas:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan

b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan
Perkotaan Martapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan revisi RDTR.

Pasal 45

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan
pengembangan program utama jangka menengah S (lima)
tahunan yang terdiri atas:

a. program pemanfaatan ruang;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
b. program perwujudan rencana pola ruang.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten;

d. investasi swasta (CSR); dan

e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dilaksanakan oleh:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
b. dinas teknis terkait;

c. kementerian/lembaga;

d. swasta; dan/atau

e. masyarakat.
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Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, dibagai dalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan,
terdiri atas:

a. periode I (pertama) pada periode tahun 2022 sampai 2024;
b. periode II (kedua) pada periode tahun 2025 sampai 2029;

c. periode III (ketiga) pada tahun 2030 sampai 2034;
d

periode IV (keempat) pada periode tahun 2035 sampai 2039;
dan

e. periode V (kelima) pada periode tahun 2040 sampai 2042.

BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Peraturan zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf e, memiliki fungsi yang terdiri atas:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk
didalamnya pemanfaatan ruang udara (air right
development) dan pemanfaatan ruang dibawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi;

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan
lahan; dan

f. penetapan lokasi investasi.
Muatan peraturan zonasi, terdiri atas:
a. aturan dasar; dan

b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 47

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (4)
huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanaan.

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. aturan dasar zona lindung; dan

b. aturan dasar zona budi daya.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

a.
b.

- 38 -
Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan:

a. peta zonasi; dan

b. teks zonasi.

Teks zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
adalah teks yang berisi ketentuan aturan dasar setiap zona
dan/atau subzona sebagaimana diatur di dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 48

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, memuat ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona
terdiri atas:

kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
ketentuan teknis zonasi.

Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai
berikut:

a. pertanian dan perikanan;

b. industri;

c. reparasi, instalasi, treatment dan konstruksi,
d. perdagangan;

e. pengangkutan dan pergudangan;

f. akomodasi, media dan teknologi digital;

g. lembaga keuangan, kegiatan jasa, real estate dan jasa
kreatif;

h. pendidikan, kesehatan dan sosial;

i. rekreasi, budaya, kesenian, hobi dan olah raga; dan

j- aktifitas badan internasional dan badan ekstra

internasional lainnya.

Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi dengan
kode sebagai berikut:

a. klasifikasi I dengan ketentuan pemanfaatan diizinkan;

b. klasifikasi T dengan ketentuan pemanfaatan bersyarat
terbatas;

c. klasifikasi B dengan ketentuan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan

d. klasifikasi X dengan ketentuan pemanfaatan tidak
diizinkan.

Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada
suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana
peruntukan ruang.

Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah yang terdiri atas:

1. pembatasan jumlah sesuai dengan standar kebutuhan
berdasarkan perundangan yang berlaku;

2. pembatasan jumlah sesuai berdasarkan hasil kajian
lapangan oleh tim teknis; dan

3. kepala daerah dapat menetapkan standar jumlah
berdasarkan hasil kajian.

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik
dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu
kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang
diusulkan;

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan luas lantai bangunan
yang terdiri atas:

1. pembatasan luas lantai bangunan sesuai dengan
standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang
berlaku;

2. pembatasan luas lantai bangunan sesuai berdasarkan
hasil kajian lapangan oleh teknis; dan

3. kepala daerah dapat menetapkan standar luas
bangunan berdasarkan hasil kajian.

Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa
persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat
pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi
lingkungan sekitarnya. Adapun klasifikasi B sebagai berikut:

a. memberlakukan AMDAL;

b. memberlakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau

c. pengenaan disinsentif = misalnya  biaya  dampak
pembangunan (development impact fee).

Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang
memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang
yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam matriks kegiatan dan
penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya
pada masing-masing zona atau sub zona, tercantum pada
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, merupakan
ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan
pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
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c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
d. Kaveling minimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan
dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (1) huruf ¢ meliputi ketentuan yang mengatur bentuk,
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona
atau subzona, yang terdiri atas:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimum;
b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
c. jarak bebas antar bangunan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel tata
bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, merupakan
ketentuan tersedianya prasarana dan sarana yang harus
tersedia dalam suatu zona dan atau subzona.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan
dalam tabel prasarana dan sarana minimum sebagaimana
tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat
(1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan
kegiatan dan penggunaan lahan pada zona atau subzona
yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertambahan atau
overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya, terdiri
atas:

kawasan sempadan;

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
kawasan resapan air;

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

kawasan berorientasi transit; dan

N

tempat evakuasi bencana.

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berupa sempadan sungai berada pada Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok
B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3,
Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4, Blok F.1, Blok F.2 dan
Blok F.3 dengan luas 57,39 (lima puluh tujuh koma tiga
sembilan) hektare dan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri
dari:
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permukiman berorientasi ke sungai;

menerapkan bangunan panggung termasuk rumah
panggung;
c. fungsi pelayanan umum; dan

d. pembatasan pembangunan gedung atau bangunan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa 4 (empat)
kawasan yang terdiri dari:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan
ketentuan batas ketinggian maksimal 46 m berada pada
Blok F.1 dengan luas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare;

b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan
ketentuan batas ketinggian maksimal 46 m berada pada
Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok B.1 dengan luas
340,97 (tiga ratus empat puluh koma Sembilan tujuh)
hektare;

c. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan ketentuan
batas ketinggian maksimal 146 m berada pada Blok A.1,
Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6 dengan luas 982,30
(Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga) hektare; dan

d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan
ketentuan batas ketinggian maksimal 151 m berada pada
Blok A.1,Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1,
Blok D.2, Blok D.3, Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, Blok E.4,
Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dengan luas 3.774,32 (tiga ribu
tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga dua) hektare.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, berada pada Blok B.7, Blok C.4, Blok D.3 dengan luas
37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare dan
arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:

a. mempertahankan keberadaan perikanan; dan

b. jika adanya alih fungsi lahan di tetapkan sebagai polder
atau pond.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada Blok B.5, Blok
C.1, Blok C.2, Blok E.3, Blok F.2, Blok F.3 dengan luas 239,40
(dua ratus tiga puluh sembilan koma empat) hektare dan
arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari mempertahankan
keberadaan pertanian.

Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, berada pada Blok C.2 dengan luas 1,78 (satu koma
tujuh delapan) hektare dan arahan pemanfaatan ruang yang
terdiri dari:

a. kawasan berorientasi transit terletak di lahan stasiun
Martapura;
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b. pada kawasan berorientasi transit stasiun dalam radius
500 (lima ratus) meter dikembangkan sebagai kawasan
hunian untuk mendukung kegiatan produktif di sebelah
barat dan timur kota Martapura. Fungsi hunian
diutamakan untuk sumber daya manusia yang bersifat
‘mobile’ dan para migran atau perumahan sewa baik berupa
rumah susun atau ‘homestay’ beserta kelengkapannya;
prasarana sosial — ekonomi;

c. kawasan berorientasi transit juga dipadukan dengan jalur
akses ke/dari obyek wisata air/sungai dan obyek wisata
lainnya; dan

d. diperlukan Rencana Induk Kawasan Berorientasi Transit
dan ditetapkan dengan SK Bupati.

Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, dengan luas 63,01 (enam puluh tiga koma nol satu)
hektare terdiri atas:

a. Tempat Evakuasi Sementara pada Blok A.5, Blok B.6, Blok
C.2, Blok C.3, dan Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, dan Blok
E.3.

b. Tempat Evakuasi Akhir pada Blok B.3, Blok C.3, Blok D.2,
Blok E.3.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXA, XXB, XXC, XXD, XXE, dan XXF yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
47 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
b. ketentuan intensif dan disinsentif; dan

c. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
peraturan zonasi; dan

d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang
yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) huruf f, memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan
RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan
dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan
dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR
sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan
pengembangannya.
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Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan
batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan
dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan pelakasanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Aturan Dasar Zona Lindung
Pasal 54

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. aturan dasar zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
c. aturan dasar zona lindung geologi dengan kode LGE;

d. aturan dasar zona cagar budaya dengan kode CB; dan

e. aturan dasar zona badan air dengan kode BA.

Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. aturan dasar subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
b. aturan dasar subzona taman kota dengan kode RTH-2;

c. aturan dasar subzona taman kecamatan dengan kode RTH-
3;

d. aturan dasar subzona taman kelurahan dengan kode RTH-
4;

e. aturan dasar subzona taman rw dengan kode RTH-5;
f. aturan dasar subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
g. aturan dasar jalur hijau dengan kode RTH-8.

Aturan dasar zona lindung geologi dengan kode LGE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
subzona imbuhan air tanah dengan kode LGE-4.

Pasal 55

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi ketenagalistrikan, treatment air, pengumpulan
limbah dan sampah, konstruksi bangunan sipil lainnya,
angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pergudangan
dan penyimpanan, aktivitas penunjang angkutan, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel,
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penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang
hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, fasilitas
lapangan, pengelolaan fasiltas olah raga lainnya, aktivitas
rekreasi lainnya;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi konstruksi gedung, dan konstruksi gedung
hunian;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan,
perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous),
pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan
tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-
obatan, perkebunan tanaman tahunan lainnya, pertanian
tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter

2. pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 15 (lima
belas) dari meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki lingkungan primer yaitu 9
(sembilan) meter.

jarak bebas antar bangunan untuk hunian minimum 2
(dua) meter dan untuk non-hunian minimum 6 (enam)
meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum
pada zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi
jaringan jalan inspeksi.

Pasal 56

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
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a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan
tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-
obatan, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, fasilitas
lapangan, pengelolaan fasilitas olah-raga lainnya, aktivitas
klub olah-raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut
dan penyandang disabilitas, dan aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
fasilitas pusat kebugaran/fitness center, dan aktivitas
rekreasi lainnya; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode I sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona rimba kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona rimba
kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (satu) lantai;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), pada jalan dengan
hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga puluh lima) meter; dan

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona rimba kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jaringan drainase, dan
jaringan wifi; dan

b. sarana minimum yang meliputi toilet, pos satpam, bangku
taman, lampu taman, tempat sampah, dan papan
informasi.

Pasal 57

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
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a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan tanama
rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-obatan, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, fasilitas lapangan, pengelolaan
fasilitas olah-raga lainnya, aktivitas klub olah-raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut
dan penyandang disabilitas, dan aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
fasilitas pusat kebugaran/fitness center, dan aktivitas
rekreasi lainnya; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona taman kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman
kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 2 (satu) lantai;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), pada jalan dengan
hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua puluh lima) meter; dan

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona taman kota dengan kode RTH-2, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jaringan drainase, dan
jaringan wifi; dan.

b. sarana minimum yang meliputi toilet, pos satpam, bangku
taman, lampu taman, tempat sampah, dan papan
informasi.

Pasal 58

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
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a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan tanama
rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-obatan, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, fasilitas lapangan, pengelolaan
fasilitas olah-raga lainnya, aktivitas klub olah-raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut
dan penyandang disabilitas, dan aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
fasilitas pusat kebugaran/fitness center, dan aktivitas
rekreasi lainnya; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman
kecamatan dengan kode RTH-3, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter; dan

2. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jaringan drainase, dan
jaringan wifi; dan.

b. sarana minimum yang meliputi toilet, bangku taman, lampu
taman, tempat sampah, dan papan informasi.
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Pasal 59

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan tanama
rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-obatan, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, fasilitas lapangan, pengelolaan
fasilitas olah-raga lainnya, aktivitas klub olah-raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut
dan penyandang disabilitas, dan aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
aktivitas rekreasi lainnya; dan

e. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi
Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman
kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri atas:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), pada jalan dengan
hirarki lokal primer yaitu 25 (dua puluh lima) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas)
meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jaringan drainase, dan
jaringan wifi; dan
b. sarana minimum yang meliputi bangku taman, lampu
taman, tempat sampah, dan papan informasi.
Pasal 60

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
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a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan tanama
rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-obatan, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, fasilitas lapangan, pengelolaan
fasilitas olah-raga lainnya, aktivitas klub olah-raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut
dan penyandang disabilitas, dan aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
aktivitas rekreasi lainnya; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona taman RW dengan kode RTH-5, meliputi Koefisien
Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona taman
RW dengan kode RTH-5, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimum 1 (satu) lantai;

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), pada jalan dengan
hirarki lingkungan primer yaitu 9 (sembilan) meter; dan

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona taman RW dengan kode RTH-5, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jaringan drainase, dan
jaringan wifi; dan.

b. sarana minimum yang meliputi bangku taman, lampu
taman, tempat sampah, dan papan informasi.

Pasal 61

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf {, terdiri atas:

a. Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi konstruksi gedung; dan



(2)

(3)

(4)

(1)

- 50 -

c. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 15 (lima
belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki lingkungan primer yaitu 9
(sembilan) meter.

b. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:

a. prasarana minimum yang meliputi jalur pejalan kaki,
tempat pengelolaan sampah, dan jaringan drainase; dan

b. sarana minimum yang meliputi tempat parkir, dan
musholla/langgar.

Pasal 62

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan
tanaman; dan

c. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona jalur hijau dengan kode RTH-8, meliputi Koefisien
Dasar Hijau (KDH) minimum 100% (seratus persen).

Pasal 63

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona imbuhan air tanah dengan kode LGE-4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pemilihan benih tanaman untuk
pengembangbiakan, perikanan budidaya, konstruksi jalan
dan jalan rel, angkutan jalan rel, aktivitas penunjang
angkutan, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu
teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sosial dan humaniora, dan penyediaan
layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), meliputi
aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona imbuhan air tanah dengan kode LGE-4, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma
lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Pasal 64

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi perdagangan eceran khusus makanan, minuman
dan tembakau di toko,
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perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di
toko khusus, penyediaan layanan untuk masyarakat dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban, dan perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan
budaya lainnya; dan

c. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona cagar budaya dengan kode CB, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1 (satu); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada zona cagar
budaya dengan kode CB, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 15 (lima
belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki lingkungan primer yaitu 9
(sembilan).

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.
Pasal 65

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona
badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.

(1)

kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), meliputi treatment air,
aktivitas penunjag angkutan; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel ITBX
pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 66

Aturan dasar zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
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zona pertanian dengan kode P;
zona perikanan dengan kode IK;

zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

a0 T op

zona pariwisata dengan kode W;
zona perumahan dengan kode R;
zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

zona campuran dengan kode C;

5@ o

zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

=

zona perkantoran dengan kode KT;

j- zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
k. zona transportasi dengan kode TR; dan

1. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. aturan dasar subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. aturan dasar subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
c. aturan dasar peternakan dengan kode P-4.

Aturan dasar zona perikanan dengan kode IK, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aturan dasar
subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

Aturan dasar zona perumahan dengan kode R, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. aturan dasar subzona Perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

b. aturan dasar subzona Perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan

c. aturan dasar subzona Perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.

Aturan dasar sarana pelayanan umum dengan kode SPU,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. aturan dasar subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. aturan dasar subzona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2;

c. aturan dasar subzona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3; dan

d. aturan dasar subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Aturan dasar zona campuran dengan kode C, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:

a. aturan dasar subzona campuran tinggi dengan kode C-1;
dan

b. aturan dasar subzona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2.

Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
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a. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1;

b. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2; dan

c. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

Pasal 67

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pertanian tanaman tahunan, perkebunan buah-
buahan penghasil minyak (oleaginous), pertanian tanaman
untuk bahan minuman, perkebunan tanaman rempah-
rempah, aromatik/penyegar, obat-obatan, perkebunan
tanaman tahunan lainnya, pertanian tanaman hias dan
pengembangbiakan tanaman, peternakan sapi dan
kerbau,peternakan domba dan kambing,peternakan
ungags, peternakan lainnya, pembibitan dan budidaya
burung walet, penangkaran tumbuhan atau satwa liar,
industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati,
konstruksi gedung hunian, konstruksi jalan dan jalan rel,
konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah,
konstruksi bangunan sipil lainnya, perdagangan eceran
khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko,
perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga
lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya
dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus
barang lainnya di toko, pergudangan dan penyimpanan,
aktivitas penunjang angkutan, penyediaan akomodasi
jangka pendek, restoran dan penyediaan makanan keliling,
aktivitas  telekomunikasi dengan  kabel, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi
satelit, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan alam
dan ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan
pengetahuan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora,
penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang
hubungan luar negeri pertahanan, kemanan dan
ketertiban, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya,
aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan,
arsip, museum dan kegiatan budaya lainya, fasilitas club
olah raga, aktivitas rekreasi lainnya, aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran bukan olahraga, aktivitas
yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang
digunakan untuk memmenuhi kebutuhan sendiri;
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c. kegiatan diizinkan secara bersyarat bersyarat dengan kode
B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (0),
meliputi ketenagalistrikan, pengadaan uap atau air panas
udara dingin dan produksi es, treatment air, pengumpulan
limbah dan sampah, pemulihan material, dan konstruksi
gedung; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada subzona
tanaman pangan dengan kode P-1, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal dan maksimum
0,5 (nol koma lima); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona tanaman
pangan dengan kode P-1, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;
b. Garis Sempadan Banguna (GSB), terdiri dari:

1. pada jalan dengan hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 1 (lima
belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki lingkungan yaitu 9 (sembilan)
meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.
Pasal 68

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode TI1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi  perkebunan tanaman tahunan lainnya,
peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan
kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya,
pembibitan dan budidaya burung walet, penangkaran
tumbuhan satwa atau liar, industri penggilingan padi-
padian, tepung dan pati, pengumpulan limbah dan sampah,
pemulihan material, konstruksi gedung, konstruksi gedung
hunian,konstruksi jalan dan jalan rel,
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konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah,
konstruksi bangunan sipil lainnya, perdagangan besar
makanan, minuman dan tembakau, perdagangan eceran
khusus makanan, minuman dan tembakau di toko,
perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga
lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya
dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus
barang lainnya di toko, angkutan darat bukan bus,
pergudangan dan penyimpanan, aktivitas penunjang
angkutan, penyediaan akomodasi jangka pendek, restoran
dan penyediaan makanan keliling, aktivitas telekomunikasi
dengan kabel, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel,
aktivitas  telekomunikasi  satelit, penelitian dang
pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi
dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sosial dan humaniora, aktivitas jasa
perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas administrasi
kantor dan penunjang kantor, penyediaan layanan untuk
masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri,
pertahanan keamanan dan ketertiban, pendidikan untuk
anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah, kegiatan
penunjang pendidikan, aktivitas hiburan kesenian dan
kreativitas, perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan
budaya lainnya, fasilitas lapangan, fasilitas klub olah raga,
aktivitas rekreasi lainnya, aktivitas jasa perorangan untuk
kebugaran bukan olah raga, dan aktivitas yang
menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 48 ayat (6,)
meliputi industri farmasi produk kimia dan tradisional,
reparasi produk logam pabrikasi mesin dan peralatan,
instalasi atau pemasangan mesin dan peralatan industri,
ketenagalistrikan, pengadaan uap atau air panas, udara
dingin dan produksi es, dan treatment air; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima
persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,8 (nol koma
delapan); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (enam puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
hortikultura dengan kode P-2, terdiri atas:

a.
b.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GS), terdiri atas:

1. pada jalan hirarki jalan arteri primer maksimal 35 (tiga
puluh lima) meter;
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2. pada jalan hirarki kolektor primer maksimal 25 (dua
puluh lima) meter;

3. pada jalan hirarki lokal primer maksimal 15 (lima belas)
meter; dan

4. pada hirarki jalan lingkungan maksimal 9 (sembilan)
meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.
Pasal 69

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), meliputi
perkebunan tanaman tahunan lainnya, pembibitan dan
budidaya burung walet, jasa penunjang pertanian dan
pasca panen, jasa pasca penen, pemilihan benih tanaman
untuk pengembangbiakan, penangkaran tumbuhan atau
satwa liar, pemulihan metrial, konstruksi gedung,
konstruksi gedung hunian, konstruksi jalan dan jalan rel,
konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah,
konstruksi bangunan sipil lainnya, perdagangan eceran
berbagai macam barang di toko, perdagangan eceran
khusus makanan minuman dan tembakau di toko,
perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan
bermotor, perdagangan eceran khusus perlatan informasi
dan komunikasi di toko, perdagangan eceran khusus
perlengkapan rumah tangga lainnya di toko, perdagangan
eceran khusus barang budaya dan rekreasi lainnya di toko
khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di
toko, angkutan darat bukan bus, pergudangan dan
penyimpanan, aktivitas penunjang angkutan, penyedian
akomodasi jangka pendek, restoran dan penyediaan
makanan keliling, jasa boga untuk suatu event tertentu
(event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu,
aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya,
penerbitan piranti lunak (software), aktivitas produksi
gambar bergerak, video dan program televisi, penyiaran
radio, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi
satelit, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas
pemrograman konsultasi komputer dan kegiatan ybdi (yang
berhubungan dengan itu), aktivitas jasa informasi lainnya,
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan
ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan humaniora, aktivitas jasa perawatan
dan pemeliharaan taman, aktivitas administrasi kantor dan
penunjang kantor, penyediaan layanan untuk masyarakat
dalam bidang hubungan luar negeri pertahanan, kemanan
dan ketertiban, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
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pendidikan menengah, kegiatan penunjang pendidikan,
aktivitas rumah sakit, aktivitas praktik dokter dan dokter
gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya,
aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan
pemulihan kesehatan, aktivitas sosial tanpa akomodasi
untuk usia lanjut dan penyandang disabilitas, aktivitas
hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan, arsip
museum dan kegiatan budaya lainnya, fasilitas lapangan,
fasilitas klub olah raga, aktivitas rekreasi lainnya, aktivitas
jasa perorangan untuk kebugaran bukan olah raga, dan
aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) meliputi industri
pengolahan dan pengawet daging, industri pengolahan dan
pengawet ikan dan biota air, industri pengolahan dan
pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak
dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu
produk dari susu dan eskrim, industri penggilingan padi-
padian tepung dan pati, industri makanan lainnya, industri
makanan hewan, industri minuman, industri pengolahan
tembakau, industri permintalan pertenunan dan
penyempurnaan tekstil, industri pengrajin dan pengawetan
kayu rotan bambu dan sejenisnya, industri barang dari
kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari
jerami rotan, bambu dan sejenisnya, industri farmasi
produk obat kimia dan obat tradisioanl, industri pembuatan
kapal dan perahu, industri furnitur, industri barang
perhiasan dan barang berharga, industri kerajinan ytdl
(yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), reparasi
produk logam pabrikasi mesin peralatan, instalasi atau
pemasangan mesin dan peralatan industri,
ketenagalistrikan, pengadaan uap atau air panas udara
dingin dan produksi es, treatment air, pengumpulan limbah
dan sampah, perdagangan besar makanan minuman dan
tembakau, perdagangan besar mesin peralatan dan
perlengkapannya, dan perdagangan besar khusus lainnya;
dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh
persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)maksimal 1 (satu; dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
peternakan dengan kode P-4, terdiri atas:

a.

b.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;

Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:
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1. pada jalan hirarki jalan arteri primer maksimal 35 (tiga
lima) meter;

2. pada jalan hirarki jalan kolektor primer maksimal 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan hirarki jalan lokal primer maksimal 15 (lima
belas) meter;

4. pada jalan hirarki jalan lingkungan maksimal 9
(sembilan) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.
Pasal 70

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode TI1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), meliputi
pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan,
perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous),
pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan
tanaman rempah-rempah, aromatic/penyegar, obat-
obatan, perkebunan tanaman tahunan lainnya, pertanian
tanaman hias dan penhembangbiakan tanaman,
peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan
kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya,
pembibitan dan budidaya burung walet, jasa penunjang
pertanian dan pasca panen, jsa pasca panen, pemilihan
benih tanaman untuk pengembangbiakan, penangkaran
tumbuhan atau satwa liar, reparasi produk logam pabrikasi
mesin dan peralatan, instalasi atau pemasangan mesin dan
peralatan industri, ketenagalistrikan, pengumpulan limbah
dan sampah, pemulihan material, konstruksi gedung,
konstruksi gedung hunian, konstruksi jalan dan jaln rel,
konstruksi jaringan irigasi komunikasi dan limbah,
konstruksi bangunan sipil lainnya, perdagangan besar
makanan minuman dan tembakau, perdagangan besar
barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar mesin
peralatan dan perlengkapannya, perdagangan besar
khusus lainnya, perdagangan ecer khusus makanan
minuman dantembakau ditoko, perdagangan eceran
khusus bahan bakar kendaraan bermotor, perdagangan
eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko,
perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga
lainnya di toko, perdagangan eceran khusus barang budaya
dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran khusus
barang lainnya di toko, angkutan darat bukan bus,
pergudangan dan penyimpanan, aktivitas penunjang
angkutan, penyediaan akomodasi jangka pendek, restoran
dan penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk suatu
event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga
periode tertentu,
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aktivitas penerbitan buku majalah dan terbitan lainnya,
penerbit piranti lunak (software), aktivitas produksi gambar
bergerak video dan program televisi,penyiaran radio,
aktivitas  telekomunikasi dengan  kabel, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi
satelit, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas
pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
(yang berhubungan dengan itu), aktivitas jasa informasi
lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora,
aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, aktivitas
adminsitrasi kantor dan penunjang kantor, penyediaan
layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, pendidikan
untuk anak usia dini dan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tinggi, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas
rumah sakit, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi,
aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, aktivitas
sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan
kesehatan, aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk usia
lanjut dan penyandang disabilitas, aktivitas hiburan,
kesenian dan kreativitas, perpustakaan, arsip, museum
dan kegiatan budaya lainnya, fasilitas lapangan, aktivitas
klub olah-raga, aktivitas rekreasi lainnya, aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran, bukan olah raga, dan
aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), meliputi
industri pengolahan dan pengawetan daging, industri
pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran,
industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim,
industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, industri
makanan lainnya, industri makanan hewan, industri
minuman, industri pengolahan tembakau, industri
pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil,
industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu
dan sejenisnya, industri barang dari kayu, industri barang
dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu
dan sejenis lainnya, industri farmasi, produk obat kimia
dan obat tradisional, industri pembuatan kapal dan perahu,
industri furnitur, industri barang perhiasan dan barang
berharga, industri kerajinan ytdl (yang tidak dapat
diklasifikasikan di tempat lain), pengadaan uap atau air
panas, udara dingin dan produksi es, dan treatment air; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

(2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perikanan budidaya dengan kode IK-2, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);
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b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal dan maksimum
1 (satu); dan

c. Koefisien dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perikanan budidaya dengan kode IK-2, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimal 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perikanan budidaya dengan kode IK-2, terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputi jalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, ruang terbuka hijau, hidran, drainase, saluran
pembuangan air kotor (sewerage), instalasi air bersih,
instalasi listrik, lampu penerangan jalan, dan jaringan
telekomunikasi; dan

b. sarana minimum meliputi tempat sampah, dan tempat
parkir.

Pasal 71

Aturan dasar etentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode TI1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), meliputi
pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan,
perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous),
pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan
tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-
obatan, perkebunan tanaman tahunan lainnya, pertanian
tanaman hias dan  pengembangbiakan tanaman,
peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan
kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya,
pembibitan dan budi daya burung walet, jasa penunjang
pertanian dan paska panen, jasa paska panen, pemilihan
benih tanaman untuk pengembangbiakan, penangkaran
tumbuhan/satwa liar, perikanan tangkap, perikanan budi
daya, konstruksi gedung hunian,
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penyediaan akomodasi jangka pendek, restoran dan
penyediaan makanan keliling, jasa boga untuk suatu event
tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode
tertentu, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kegiatan
penunjang pendidikan, aktivitas rumah sakit, aktivitas
praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas sosial di dalam
panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas
sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut dan penyandang
disabilitas, aktivitas hiburan, kesenian dan Kkreativitas,
perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan budaya
lainnya, fasilitas stadion, fasilitas sirkuit,fasilitas
gelanggang/arena, fasilitas lapangan, fasilitas olah raga
beladiri, fasilitas pusat kebugaran/fitness center,
pengelolaan fasiltas olah raga lainnya, fasilitas klub olah
raga, aktivitas rekreasi lainnya, reparasi komputer dan alat
komunikasi, aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran,
bukan olah raga, aktivitas yang menghasilkan barang oleh
rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, aktivitas badan internasional dan badan
ekstra internasional lainnya;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), meliputi
treatment dan pembuangan sampabh;

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, terdiri
atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh
persen).

Ketentuan tata bangunan pada pada zona kawasan peruntukan
industri dengan kode KPI, terdiri atas:

a.

b.

C.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter.

Jarak bebas antar bangunan minimum12 (dua belas) meter.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona kawasan
peruntukan industri dengan kode KPI, terdiri atas:
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a. prasarana minimum meliputi jalur pejalan kaki, jaringan
jalan lingkungan, jaringan drainase, hidran, instalasi air
bersih, saluran pembuangan air kotor (sewerage), instalasi
listrik, lampu penerangan jalan, jaringan telekomunikasi,
areal penampungan limbah padat, dan tempat pengelolaan
sampah; dan

b. sarana minimum taman, tempat parkir, poliklinik, sarana
ibadah, rumah, halte angkutan umum, pelayanan
telekomunikasi dan keamanan.

Pasal 72

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), meliputi
pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan,
perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous),
pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan
tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, obat-
obatan, perkebunan tanaman tahunan lainnya, pertanian
tanaman hias dan  pengembangbiakan tanaman,
peternakan sapi dan kerbau, peternakan domba dan
kambing, peternakan unggas, peternakan lainnya,
pembibitan dan budidaya burung walet, jasa penunjang
pertanian dan pasca panen, jasa pasca panen, pemilihan
benih tanaman untuk pengembangbiakan, penangkaran
tumbuhan/satwa liar, perikanan tangkap, perikanan
budidaya, industri pemintalan, pertenunan dan
penyempurnaan tekstil, industri pembuatan kapal dan
perahu, industri furnitur, industri barang perhiasan dan
barang berharga, industri kerajinan ytdl (yang tidak dapat
diklasifikasikan di tempat lain), reparasi produk logam
pabrikasi, mesin dan peralatan, ketenagalistrikan,
pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengadaan
uap /air panas, udara dingin dan produksi es, treatment air,
konstruksi gedung, konstruksi jalan dan jalan rel,
konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah,
konstruksi bangunan sipil lainnya, perdagangan eceran
kaki lima dan los pasar, pergudangan dan penyimpanan,
aktivitas  telekomunikasi dengan  kabel, aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi
satelit, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas
pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
(yang berhubungan dengan itu), aktivitas jasa informasi
lainnya, aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi,
penjaminan dan dana pensiun, asuransi dan penjaminan,
dana pensiun, aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan
asuransi, penjaminan dan dana pensiun, aktivitas hukum,
aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi
pajak, aktivitas kantor pusat,
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aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi
teknis YBDI (yang berhubungan dengan itu), analisis dan
uji teknis, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora,
aktivitas kesehatan hewan, aktivitas keamanan swasta,
administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan
sosial, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kegiatan
penunjang pendidikan, aktivitas rumah sakit, aktivitas
praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas sosial di dalam
panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas
sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut dan penyandang
disabilitas, fasilitas sirkuit, fasilitas gelanggang/arena,
fasilitas lapangan, fasilitas olah raga beladiri, fasilitas pusat
kebugaran/ fitness center, pengelolaan fasiltas olah raga
lainnya, fasilitas klub olah raga, aktivitas rekreasi lainnya,
reparasi komputer dan alat komunikasi, aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran, bukan olah raga, aktivitas
yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang
digunakan wuntuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan
aktivitas badan internasional dan badan ekstra
internasional lainnya; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona pariwisata dengan kode W, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh
persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,5 (satu koma
lima); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada pada zona
pariwisata dengan kode W, terdiri atas:

a.
b.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan primer yaitu 35 (tiga
puluh lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua puluh lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter

c. jarak bebas antar bangunan minimum 6 (enam) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
zona pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
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a. prasarana minimum meliputi jalur pejalan kaki, jalan
lingkungan, jaringan drainase, hidran, instalasi air bersih,
saluran pembuangan air kotor (sewerage), instalasi listrik,
lampu penerangan jalan, jaringan telekomunikasi, bak
septik, dan tempat pengelolaan sampah; dan

b. sarana minimum taman, tempat parkir, poliklinik, sarana
ibadah, toilet umum, dan gazebo.

Pasal 73

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi perkebunan tanaman rempah-rempah,
aromatik/penyegar, obat-obatan, industri pemintalan,
pertenunan dan penyempurnaan tekstil, industri pakaian
jadi rajutan dan sulaman/bordir, pengumpulan limbah dan
sampah, pemulihan material, konstruksi gedung,
konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi,
komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya,
perdagangan eceran berbagai macam barang di toko,
perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan
tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan
bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus
peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan
eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko,
perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di
toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di
toko, aktivitas penunjang angkutan, penerbitan piranti
lunak (software), penyediaan layanan untuk masyarakat
dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan,
keamanan dan ketertiban, pendidikan untuk anak usia dini
dan dasar, pendidikan menengah, aktivitas sosial di dalam
panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas
sosial tanpa akomodasi untuk usia lanjut dan penyandang
disabilitas, perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan
budaya lainnya, fasilitas lapangan, pengelolaan fasiltas olah
raga lainnya, fasilitas klub olah raga, aktivitas rekreasi
lainnya, reparasi komputer dan alat komunikasi, aktivitas
jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olah raga, dan
aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6)
meliputi industri pengolahan dan
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pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak
dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu,
produk dari susu dan es krim, industri makanan lainnya,
industri minuman, industri kulit dan barang dari kulit,
termasuk kulit buatan, industri penggergajian dan
pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri
barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang
anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya,
industri furnitur, industri barang perhiasan dan barang
berharga, industri kerajinan ytdl (yang tidak dapat
diklasifikasikan di tempat lain), treatment air, penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu
teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sosial dan humaniora, aktivitas kebersihan,
dan aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri
atas:

a.

b.

d.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,8 (nol koma
delapan);

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (tiga puluh
persen); dan

Kaveling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri atas:

a.
b.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. Pada jalan dengan hirarki arteri primer yaitu 35 (tiga
lima) meter;

2. Pada jalan dengan hirarki kolektor primer yaitu 25 (dua
lima) meter;

3. Pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 15 (lima
belas) meter; dan

4. Pada jalan hirarki jalan lingkungan yaitu 9 (sembilan)
meter;

jarak bebas antar bangunan wuntuk rumah tunggal
minimum 1 (satu) meter dan O (nol) meter untuk rumah
deret.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdiri
atas:

a.

prasarana minimum meliputi jalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, taman, pemakaman, hidran, tempat pengelolaan
sampah, jaringan pengelolaan limbah, sumur resapan, dan
drainase; dan
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b. sarana minimum meliputi sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olahraga, dan
tempat parkir.

Pasal 74

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi perkebunan tanaman rempah-rempah,
aromatik/penyegar, obat-obatan, industri pemintalan,
pertenunan dan penyempurnaan tekstil, industri pakaian
jadi rajutan dan sulaman/border, pengumpulan limbah
dan sampah, pemulihan material konstruksi gedung,
konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi,
komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya,
perdagangan eceran berbagai macam barang di toko,
perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan
tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan
bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus
peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan
eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko,
perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di
toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di
toko, aktivitas penunjang angkutan, penerbitan piranti
lunak (software), aktivitas telekomunikasi tanpa kabel,
administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan
sosial, penyediaan layanan untuk masyarakat dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
pendidikan menengah, aktivitas sosial di dalam panti untuk
perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial tanpa
akomodasi untuk usia lanjut dan penyandang disabilitas,
fasilitas lapangan, pengelolaan fasiltas olah raga lainnya,
fasilitas klub olah raga, aktivitas rekreasi lainnya, reparasi
komputer dan alat komunikasi, aktivitas jasa perorangan
untuk kebugaran, bukan olah raga, dan aktivitas yang
menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5),
meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), meliputi
industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan
sayuran, industri minyak dan lemak nabati dan hewani,
industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim,
industri makanan lainnya, industri minuman,
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industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan,
industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu
dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang
dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu
dan sejenis lainnya, industri furnitur, industri barang
perhiasan dan barang berharga, industri kerajinan ytdl
(yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), treatment
air, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam
dan ilmu teknologi dan rekayasa, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora,
aktivitas kesehatan hewan, aktivitas kebersihan, dan
aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman,
administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan
sosial; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode I sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,8 (nol koma
delapan)

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (tiga puluh
persen); dan

d. Kaveling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, meliputi

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki lokal primer yaitu 15 (lima
belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter;

c. jarak bebas antar bangunan minimum 5 (lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputijalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, taman, pemakaman, hidran, tempat pengelolaan
sampah, jaringan pengelolaan limbah, sumur resapan, dan
drainase; dan
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b. sarana minimum meliputi sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olahraga, dan
tempat parkir.

Pasal 75

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c,
terdiri atas:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (95),
meliputi perkebunan tanaman rempah-rempah,
aromatik/penyegar, obat-obatan, industri pemintalan,
pertenunan dan penyempurnaan tekstil, industri pakaian
jadi rajutan dan sulaman/border, pengumpulan limbah
dan sampah, pemulihan material, konstruksi gedung,
konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi,
komunikasi dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya,
perdagangan eceran berbagai macam barang di toko,
perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan
tembakau di toko, perdagangan eceran khusus bahan
bakar kendaraan bermotor, perdagangan eceran khusus
peralatan informasi dan komunikasi di toko, perdagangan
eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko,
perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di
toko khusus, perdagangan eceran khusus barang lainnya di
toko, aktivitas penunjang angkutan, penerbitan piranti
lunak (software), aktivitas telekomunikasi tanpa kabel,
penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang
hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban, pendidikan untuk anak usia dini dan dasar,
pendidikan menengah, aktivitas sosial di dalam panti untuk
perawatan dan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial tanpa
akomodasi untuk usia lanjut dan penyandang disabilitas,
fasilitas lapangan, pengelolaan fasiltas olah raga lainnya,
fasilitas klub olah raga, aktivitas rekreasi lainnya, reparasi
komputer dan alat komunikasi, aktivitas jasa perorangan
untuk kebugaran, bukan olah raga, dan aktivitas yang
menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi peternakan unggas, industri pengolahan dan
pengawetan buah-buahan dan sayuran, industri minyak
dan lemak nabati dan hewani, industri pengolahan susu,
produk dari susu dan es krim, industri makanan lainnya,
industri minuman, industri kulit dan barang dari kulit,
termasuk kulit buatan,
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industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu
dan sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang
dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu
dan sejenis lainnya, industri pembuatan kapal dan perahu,
industri furnitur, industri barang perhiasan dan barang
berharga, industri kerajinan ytdl (yang tidak dapat
diklasifikasikan di tempat lain), treatment air, penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu
teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sosial dan humaniora, aktivitas kesehatan
hewan, aktivitas kebersihan, dan aktivitas jasa perawatan
dan pemeliharaan taman; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4,
terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1 (satu);

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (empat puluh
persen); dan

d. Kaveling minimum 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, meliputi;

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter;

c. jarak bebas antar bangunan minimum 5 (lima) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4,
terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputijalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, taman, pemakaman, hidran, tempat pengelolaan
sampah, jaringan pengelolaan limbah, sumur resapan, dan
drainase; dan

b. sarana minimum meliputi sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olahraga, dan
tempat parkir.
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Pasal 76

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-
1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a,
terdiri atas:

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)
meliputi aktivitas penunjang angkutan, penyediaan
layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, fasilitas
gelanggang atau arena, fasilitas lapangan;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)
meliputi perantara moneter, fasilitas olahraga beladiri,
fasilitas pusat kebugaran olahraga lainnya, fasilitas klub
olahraga, aktivitas rekreasi lainnya, dan aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran bukan olah raga;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6),
meliputi ketenagalistrikan, pengumpulan limbah dan
sampah, konstruksi gedung dan penyiaran radio; dan

e. kegiatan tidak diizinkan, dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-
1, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona sarana
pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 6 (enam) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada sarana
pelayanan umum skala kota kode SPU-1, terdiri atas:
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prasarana minimum = meliputi jaringan drainase,
pengelolaan air bersih, jaringan energi, pengelolaan
persampahan, bak septik, Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
rambu-rambu dan papan informasi; dan

sarana minimum meliputi bangunan utama, halaman
parkir, toilet, kantin, dan ruang terbuka hijau.

Pasal 77

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan
kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5)
huruf b, terdiri atas:

a.

kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi aktivitas penunjang angkutan, penyediaan
layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, fasilitas
gelanggang atau arena, fasilitas lapangan;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi perantara moneter, fasilitas olahraga beladiri,
fasilitas pusat kebugaran olahraga lainnya, fasilitas klub
olahraga, aktivitas rekreasi lainnya, dan aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran bukan olah raga;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi ketenagalistrikan, pengumpulan limbah dan
sampah, kosntruksi gedung, dan penyiaran radio; dan

kegiatan tidak diizinkan, dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan
kode SPU-2, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh
persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal dan maksimal 2
(dua); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona sarana
pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri
atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 3 (tiga) lantai;

b.

Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:
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1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

jarak bebas antar bangunan minimum 6 (enam) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan
kode SPU-2, terdiri atas:

a.

prasarana minimum meliputi jaringan drainase, jaringan
buangan air kotor (sewerage), sumur resapan, pengelolaan
air bersih, jaringan energi, pengelolaan persampahan, Alat
Pemadam Api Ringan (APAR), jaringan telekomunikasi, dan
bak septik; dan

sarana minimum meliputi bangunan utama, halaman
parkir, toilet, kantin, ruang terbuka hijau, dan sarana
kesehatan.

Pasal 78

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan
kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5)
huruf c, terdiri atas:

a.

kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi penyediaan layanan untuk masyarakat dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban, fasilitas gelanggang atau arena, fasilitas
lapangan;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi perantara moneter, fasilitas olahraga beladiri,
fasilitas pusat kebugaran olahraga lainnya, fasilitas klub
olahraga, aktivitas rekreasi lainnya, dan aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran bukan olah raga;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi ketenagalistrikan, pengumpulan limbah dan
sampah, konstruksi gedung, dan penyiaran radio; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan
kode SPU-3, terdiri atas:
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,5 (satu koma
lima); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40% (empat puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona sarana
pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri
atas:

a.
b.

C.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter.

jarak bebas antar bangunan minimum 6 (enam) meter.

Aturan dasar etentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan
kode SPU-3, terdiri atas:

a.

prasarana minimum  meliputi jaringan  drainase,
pengelolaan air bersih, jaringan energi, pengelolaan
persampahan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan bak
septik; dan

sarana minimum meliputi bangunan utama, halaman
parkir, toilet, kantin, dan ruang terbuka hijau.

Pasal 79

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-
4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf d,
terdiri atas:

a.

kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode TI1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi penyediaan layanan untuk masyarakat dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi perantara moneter, fasilitas olahraga beladiri,
fasilitas pusat kebugaran olahraga lainnya, fasilitas klub
olahraga, aktivitas rekreasi lainnya, dan aktivitas jasa
perorangan untuk kebugaran bukan olah raga;
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d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), meliputi
ketenagalistrikan, pengumpul limbah dan sampah,
konstruksi gedung dan penyiaran radio; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-
4, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,8 (nol koma
delapan); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (tiga puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona sarana
pelayana umum skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:

a. Tinggi bangunan (TB) maksimal 1 (satu) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 9
(sembilan) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 6 (enam) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-
4, terdiri atas:

a. prasaraana minimum meliputi jaringan drainase, jaringan
air limbah, jaringan air bersih, jaringan energi, tempat
pengelolaan sampah, dan bak septik; dan

b. sarana minimum meliputi bangunan utama, halaman
parkir, toilet, kantin, dan ruang terbuka hijau.

Pasal 80

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf a, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;
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b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pengumpulan limbah dan sampah, dan fasilitas
sirkuit;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi industri bahan kimia, treatment air limbabh,
pemulihan material, fasilitas gelanggang atau arena,
fasilitas lapangan, dan fasilitas olahraga beladiri; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1, terdiri
atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 3 (tiga); dan

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (tiga puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
campuran intensitas tinggi dengan kode C-1, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 6 (enam) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter; dan

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1, terdiri
atas:

a. prasarana minimum meliputi jalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, taman, pemakaman, hidran, tempat pengelolaan
persampahan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan air
bersih, drainase, sumur resapan, dan bak septik; dan

b. sarana minimum meliputi sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olah raga, lahan
parkir, lapangan terbuka, lapangan basket, dan lapangan
voli.

Pasal 81

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona campuran intensitas menengah atau sedang dengan
kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf
b, terdiri atas:
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kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pengumpulan limbah dan sampah, dan fasilitas
sirkuit;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi industri pengolahan dan pengawetan daging,
industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air,
industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan
sayur, industri minyak dan lemak nabati dan hewani,
industri pengolahan susu produk dari susu dan es krim,
industri penggilingan padi-padian tepung dan pati, industri
makanan lainnya, industri makanan hewan, industri
minuman, industri pengolahan tembakau, industri
pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil,
industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian
jadi dari kulit berbulu, industri pakaian jadi dan barang
dari kulit berbulu, industri pakaian jadi rajutan dan
sulaman/border, industri kulit dan barang dari kulit,
termasuk kulit buatan, industri alas kaki, industri
penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan
sejenisnya, industri barang dari kayu; industri barang dari
gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan
sejenis lainnya, industri pencetakan dan kegiatan ybdi
(yang berhubungan dengan itu), industri farmasi, produk
obat kimia dan obat tradisional, industri pembuatan kapal
dan perahu, industri furnitur, industri barang perhiasan
dan barang berharga, industri kerajinan ytdl (yang tidak
dapat diklasifikasikan di tempat lain), pemulihan material,
fasilitas gelanggang/arena, fasilitas lapangan, dan fasilitas
olah raga beladiri; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona campuran intensitas menengah atau sedang dengan
kode C-2, terdiri atas:

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh
puluh persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20% (tiga puluh
persen).

Ketentuan tata bangunan pada subzona campuran intensitas
menengah atau sedang dengan kode C-2, terdiri atas:

a.
b.

Tinggi Bangunan (TB) maksimal 6 (enam) lantai;

Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:
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1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona campuran intensitas menengah atau sedang dengan
kode C-2, terdiri atas:

a.

prasarana minimum meliputi jalan lingkungan, jalur pejalan
kaki, taman, pemakaman, hidran, tempat pengelolaan
persampahan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan air
bersih, drainase, sumur resapan, dan bak septik; dan

sarana minimum meliputi sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olah raga, lahan
parkir, lapangan terbuka, lapangan basket, dan lapangan
voli.

Pasal 82

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) huruf a, terdiri
atas:

a.

kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (95),
meliputi aktivitas hiburan kesenian dan krativitas,
perpustakaan, arsip museum dan kegiatan budaya lainnya;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi industri makanan lainnya, industri minuman,
industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional,
industri pembuatan kapal dan perahu, industri furnitur,
pemulihan material, perdagangan eceran kaki lima dan los
pasar, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas rumah
sakit, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas
sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan
kesehatan; dan

kegiatan tidak diizinkan, dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1,
terdiri atas:
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a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan maksimal 4 (empat) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter
untuk bangunan tunggal dan O (nol) meter untuk ruko.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1,
terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputi jalur pejalan kaki, taman,
penyediaan hidran, tempat pengelolaan persampahan,
jaringan drainase, bak septik, dan sumur resapan; dan

b. sarana minimum meliputi sarana kesehatan, sarana
peribadatan, tempat parkir, dan plaza.

Pasal 83

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) huruf b, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5)
meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas,
perpustakaan, arsip museum dan kegiatan budaya lainnya;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6)
meliputi industri makanan lainnya, industri minuman,
industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional,
industi pembuatan kapal dan perahu, industri furnitur,
pemulihan material, perdagangan ecer kaki lima dan los
pasar, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas rumah
sakit, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas
sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan
kesehatan; dan
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d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2,
terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 4 (empat) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter
untuk bangunan tunggal dan O (nol) meter untuk ruko.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2,
terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputi jalur pejalan kaki, taman,
penyediaan hidran, tempat pengelolaan persampahan,
jaringan drainase, bak septik, dan sumur resapan; dan

b. sarana minimum meliputi sarana kesehatan, sarana
peribadatan, tempat parkir, dan plaza.

Pasal 84

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) huruf c, terdiri
atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas,
perpustakaan, arsip museum dan kegiatan budaya lainnya;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi industri makanan lainnya, industri minuman,
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industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional,
industi pembuatan kapal dan perahu, industri furnitur,
pemulihan material, perdagangan ecer kaki lima dan los
pasar, kegiatan penunjang pendidikan, aktivitas rumah
sakit, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, dan aktivitas
sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan
kesehatan; dan

d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3,
terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada subzona
perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 4 (empat) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu 5 (lima)
meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 6 (enam) meter
untuk bangunan tunggal dan O (nol) meter untuk ruko.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3,
terdiri atas:

a. prasarana minimum meliputi jaringan jalan, penyediaan
hidran umum, pengelolaan persampahan, dan jaringan
drainase; dan

b. sarana minimum meliputi sarana kesehatan, sarana
peribadatan, taman, penyediaan lahan parkir.

Pasal 85

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i, terdiri atas:

a. Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;
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Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi perdagangan eceran khusus makanan, minuman
dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus barang
budaya dan rekreasi di toko khusus, perdagangan eceran
khusus barang lainnya di toko, fasilitas lapangan, fasilitas
olah raga beladiri, fasilitas pusat kebugaran/ fitness center,
pengelolaan fasiltas olah raga lainnya, fasilitas klub olah
raga;

Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pengumpulan limbah dan sampah, aktivitas
praktik dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan
kesehatan manusia lainnya;

kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pergudangan dan penyimpanan, dan restoran dan
penyediaan makanan keliling;

kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi ketenagalistrikan, treatment air, dan pemulihan
material; dan

kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:

a.

b.

C.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4 (empat); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% (empat puluh
persen) persen.

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada zona perkantoran
dengan kode KT, terdiri atas:

a.

b.

C.

Tinggi Bangunan maksimal 6 (enam) lantai;
Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua lima) meter;

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter; dan

4. pada jalan dengan hirarki jalan lingkungan yaitu S (lima)
meter.

jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
zona perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
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a. prasarana minimum meliputi jalur pejalan kaki, jalan lokal
dan lingkungan, sistem pemadam kebakaran, hidran,
tempat pengelolaan persampahan, sumur resapan air, bak
septik, dan jaringan drainase; dan

b. sarana minimum meliputi sarana peribadatan, plaza, dan
tempat parker.

Pasal 86

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona
pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (95),
meliputi penyediaan layanan untuk masyarakat dalam
bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan
ketertiban;

c. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi treatment air, dan konstruksi bangunan sipil
lainnya; dan

d. kegiatan tidak diizinkan, dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona
pengelolaan persampahan dengan kode PP, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10% (sepuluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1 (satu); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 90% (sembilan puluh
persen) persen.

Ketentuan tata bangunan pada zona pengelolaan persampahan
dengan kode PP, meliputi Garis Sempadan Bangunan (GSB),
pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35 (tiga lima)
meter.

Pasal 87

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;
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b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi reparasi produk logam pabrikasi,

mesin dan peralatan, ketenagalistrikan, penyediaan
layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar
negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, aktivitas
pelayanan kesehatan manusia lainnya;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pengumpulan limbah dan sampah, perdagangan
eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;

d. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi perdagangan eceran khusus barang budaya dan
rekreasi di toko khusus, restoran dan penyediaan makanan
keliling;

e. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan,
konstruksi bangunan sipil lainnya, dan aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel; dan

f. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona transportasi dengan kode TR, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam
puluh persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10% (empat puluh
persen).

Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada transportasi
dengan kode TR, terdiri atas:

a. Tinggi Bangunan (TB) maksimal 2 (dua) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter;

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua puluh lima) meter; dan

3. pada jalan dengan hirarki jalan lokal primer yaitu 15
(lima belas) meter.

c. jarak bebas antar bangunan minimum 12 (dua belas) meter.

Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimum pada
zona perkantoran dengan kode KT, meliputi pusat informasi,
pusat keamanan dan ketertiban, ruang tunggu, gate/koridor
boarding, toilet, lampu penerangan, fasilitas kebersihan,
fasilitas pengatur suhu, ruang pelayanan kesehatan, area
merokok, fasilitas penyandang difable, dan ruang ibu
menyusui.
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Pasal 88

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada
zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf 1, terdiri atas:

a. kegiatan  diperbolehkan/diizinkan dengan kode I
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4),
tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

b. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T1
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi konstruksi gedung hunian, pendidikan untuk
anak usia dini dan dasar, fasilitas olah raga beladiri,
fasilitas pusat kebugaran/fitness center, pengelolaan
fasiltas olah raga lainnya, fasilitas klub olah raga, aktivitas
rekreasi lainnya, reparasi komputer dan alat komunikasi,
aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olah
raga;

c. kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T2
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5),
meliputi pengumpulan limbah dan sampah;

d. kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),
meliputi pemulihan material; dan

e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7), tercantum dalam tabel
ITBX pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada
zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, terdiri atas:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh
persen);

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 2 (dua); dan

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 50% (lima puluh
persen) persen.

Ketentuan tata bangunan pada 2zona pertahanan dan
keamanan dengan kode HK, terdiri atas:

a. Ketinggian bangunan maksimal 3 (tiga) lantai;
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB), terdiri atas:

1. pada jalan dengan hirarki jalan arteri primer yaitu 35
(tiga lima) meter; dan

2. pada jalan dengan hirarki jalan kolektor primer yaitu 25
(dua puluh lima) meter.

Bagian Kelima
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 89

Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2) huruf b merupakan aturan yang disediakan untuk
mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan
pembangunan kota.
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Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. zona pertampalan aturan (overlay) dengan kode g;
b. bonus zoning dengan kode b; dan
c. zona banjir dengan kode I.

Pasal 90

Zona pertampalan aturan (overlay) dengan kode g,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, wajib
memenuhi ketetuan tambahan sebagai kawasan cagar budaya
dan kawasan wisata;

Zona pertampalan aturan (overlay) dengan kode g,
sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas subzona
pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas:

a. SWP B pada Blok B.5;
b. SWP C pada Blok C.3; dan
c. SWP D pada Blok D.1.
Pasal 91

Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi ketentuan tambahan
sebagai berikut:

a. sebagai kompensasi untuk fasilitas pengembangan inovasi
dan teknologi perikanan dan pertanian;

b. sebagai kompensasi untuk pembangunan elemen kawasan
kota lama dan bersejarah;

c. sebagai kompensasi pembangunan RTH 30% dari luas
kawasan pengembangan; dan

d. sebagai kompensasi pembangunan RTH 20% dari luas
kawasan pengembangan dan kolam retensi 10% dari luas
kawasan pengembangan.

Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdapat di SWP F pada Blok F.2, dan Blok F.3;

b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4,
terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.2; dan
2. SWP F pada Blok F.2, dan Blok F.3.

c. subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1,
meliputi SWP C pada Blok C.1.

Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b pada subzona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2, terdapat di SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok
D.3.
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Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2,
terdapat di SWP D pada Blok D.2;

b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.5;

2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
3. SWP D pada Blok D.3;

4. SWP E pada Blok E.2, dan Blok E.3; dan

5. SWP F pada Blok F.1.

Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf d terdiri atas:

a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2,
terdapat di SWP D pada Blok D.1, Blok D.2

b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.4, dan Blok A.5;
SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.4;
SWP C pada Blok C.4;

SWP D pada Blok D.3;

SWP E pada Blok E.2, dan E.3; dan

A T o

SWP F pada Blok F.1.

c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4,
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.2; dan
2. SWP B pada Blok B.3.

Bonus zoning dengan kode b, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (2) huruf b dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan kewajiban dan kompensasi yang bersifat fungsional
atau Dberkaitan dengan kegiatan tertentu berdasarkan
ketetapan Bupati melalui kajian.

Pasal 92

Zona banjir dengan kode i, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi ketentuan tambahan
menggunakan struktur panggung;

Zona banjir dengan kode i, sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdiri atas:

a. zona perlindungan setempat dengan kode PS, terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.5;
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2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok
B.6, dan Blok B.7;

3. SWP C pada Blok C.4;
4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

S. SWP E pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4;
dan

6. SWP F pada Blok F.1, F.2, F.3

zona cagar budaya dengan kode CB, terdapat di SWP C pada
Blok C.1;

subzona taman kecamatan dengan kode RTH-2, terdapat di
SWP C pada Blok C.1;

subzona jalur hijau dengan kode RTH-8, terdapat di:
1. SWP C pada Blok C.2; dan

2. SWP D pada Blok D.1.

subzona tanaman pangan dengan kode P-1, terdapat di:
1. SWP B pada Blok B.5;

2. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.2;

3. SWP E pada Blok E.3; dan

4. SWP F pada Blok F.2, dan F.3.

subzona peternakan dengan kode P-4, terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.3; dan

2. SWP B pada Blok B.3.

subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, terdapat
di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan
Blok A.5;

2. SWP B pada Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;
3. SWP C pada Blok C.4;

4. SWP D pada Blok D.3;

5. SWP E pada Blok E.3, dan Blok E.4; dan

6. SWP F pada Blok F.2, dan Blok F.3.

zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI,
terdapat di SWP A pada Blok A.1;

zona pariwisata denga kode W, terdapat di SWP C pada Blok
C.1;

subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3,
terdapat di SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
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subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4,
terdapat di SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode
SPU-1, terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.3; dan
2. SWP C pada Blok C.1, dan C.2.

subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan
kode SPU-2, terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.7;

2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
3. SWP D pada Blok D.1; dan

4. SWP E pada Blok E.1, dan Blok E.4.

subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan
kode SPU-3, terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
2. SWP D pada Blok D.1; dan
3. SWPE pada Blok E.1.

subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode
SPU-4, terdapat di:

1. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3; dan
2. SWP D pada Blok D.1.

subzona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1,
terdapat di:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
2. SWP B pada Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.1;

4. SWP E pada Blok E.4; dan

5. SWP F pada Blok F.1, dan Blok F.2.

subzona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2, terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.7; dan
2. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-
3, terdapat di SWP C pada Blok C.2;

zona perkantoran dengan kode KT, terdapat di:

1. SWP B pada Blok B.3;



-90 -

2. SWP C pada Blok C.1; dan
3. SWP E pada Blok E.1, dan Blok E.4.

t. zona transportasi dengan kode TR, meliputi SWP C pada
Blok C.2.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 93

(1) Bupati menetapkan Forum Penataan Ruang di Daerah.

(2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.

(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan
dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah;
b. asosiasi profesi;
c. asosiasi akademisi; dan

d. tokoh masyarakat.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang.

(6) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang
yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 95
Setiap orang atau badan dilarang :

a. melakukan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan
rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;

b. melakukan pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RDTR,;



(1)

(2)

(1)

-91 -

memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;

melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RDTR

melakukan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

melakukan pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh
dengan prosedur yang tidak benar.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;
d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;

e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Martapura adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.
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Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan
kembali RDTR Kawasan Perkotaan Martapura dapat dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode S (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang Dbersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi
pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR
Kawasan Perkotaan Martapura dapat direkomendasikan oleh
Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital
nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Martapura
dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a.

izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah
dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini berlaku ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan; dan
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

WAKTU PELAKSANAAN

Karomah, Pasar Batuah sebagai Sub pusat pelayanan
Kota
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A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
1.1 Pengembangan Pusat Pelayanan
a Penetapan Pusat Pelayanan Kota A4 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
b Penataan lingkungan Pusat Pelayanan Kota C3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
c Penetapan dan penyediaan sarana prasarana untuk F2 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
menunjang pembentukan pusat pelayanan kecamatan Penataan Ruang dan
di kawasan baru Pertanahan Kabupaten
Banjar
d Penataan lingkungan kawasan sekitar Mesjid Al D1 APBD Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
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e Penataan lingkungan kawasan sekitar Kubah D3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Sekumpul sebagai Sub pusat pelayanan Kota Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
f Penetapan kawasan Kantor Kecamatan Martapura E3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
g Penetapan dan penyediaan sarana prasarana untuk A5, B1, D3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
menunjang pembentukan pusat pelayanan kelurahan Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.2 Jaringan Transportasi
1.2.1 | Jalan Umum
1.2.1.1 | Jaringan Jalan Arteri Primer
a Pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri primer Ruas Jalan A.Yani APBN, Kementerian Pekerjaan
(Ruas Jalan Ahmad Yani) (C2, C3, C4, D1, D2, APBD Umum dan Perumahan
D3) Provinsi Rakyat, Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Kalimantan
Selatan
1.2.1.2 | Jaringan Jalan Kolektor Primer
a Pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor primer | C1,C2,D1, APBD Dinas Pekerjaan Umum,
E1,E3,E4 Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
b Peningkatan Jalan Lokal menjadi jalan kolektor primer | Al, A2, A3, A4, AS5, APBD Dinas Pekerjaan Umum,

B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7,

Cl1, C2, C3, C4,
D1, D2, D3,

El, E2, E3, E4,

Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
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F1, F2, F3
c
Pembangunan jalan kolektor primer provinsi (diluar delineasi)
. ) Jalan Provinsi JKP-4 APBD Dinas Pekerjaan Umum
1) Penentuan rencana jalur jalan dan trase di Barat Provinsi Kalimantan Selatan
. . L Jalan Provinsi JKP-4 APBD Dinas Pekerjaan Umum
2) Pembebasan lahan untuk jalur jalan provinsi di Barat Provinsi Kalimantan Selatan
3) Rgncana .&, pgmbangunan JKP4 Martapura - terintegrasi dengan APBD Dina§ ngerjaan Umum
Cintapuri - Simpang Empat Jalan Provinsi JKP-4 Provinsi Kalimantan Selatan
d Finishing pembangunan JKP 4 Mataraman - Karang E.3,E4,F.1,F.2 APBD Dinas Pekerjaan Umum
Intan untuk mendukung pertumbuhan kegiatan baru Provinsi Kalimantan Selatan
di timur
e Penyelesaian pembangunan jembatan Jalur jalan provinsi APBD Dinas Pekerjaan Umum
JKP sebelah timur Provinsi Kalimantan Selatan
f Studi dan perencanaan jaringan jalan kolektor baru Terintegrasi dengan APBD, Dinas Pekerjaan Umum,
dalam rangka pengembangan tpz bonus zoning. kawasan-kawasan swasta Penataan Ruang dan
perumahaan baru Pertanahan Kabupaten
Banjar, Bapelitbang
Kabupaten Banjar, REI
g Pembangunan baru jalan kolektor primer A4,A5,B1,B4,B6,C1,C APBD Dinas Pekerjaan Umum,
2 Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
1.2.1.3 | Jaringan Jalan Lokal Primer
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a Pengembangan dan pemeliharaan jalan lokal primer Seluruh ruas jalan di APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Kawasan Perkotaan Penataan Ruang dan
Martapura Pertanahan Kabupaten
Banjar
b Peningkatan jalan lokal primer menjadi arteri primer A2,B3,B5,F1,F2,F3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
2.1.1.4 Jalan lingkungan
a Pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan Al, A2, A3, A3, A4, AS, APBD Dinas Pekerjaan Umum,
primer B1, B2, B3, B4, B5, B6, Penataan Ruang dan
B7, Pertanahan Kabupaten
C1, C2, C3, C4, Banjar
D1, D2, D3,
El, E2, E3, E4,
F1, F2, F3
1.2.2 Terminal Penumpang
a Pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang Dinas Perhubungan
. D1 APBD .
Tipe B Kabupaten Banjar
b Pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang Dinas Perhubungan
. C3 APBD .
Tipe C Kabupaten Banjar
1.2.3 Halte
a Pengembangan dan pemeliharaan halte penumpang C3 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
b Pembangunan halte penumpang C4,D2 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
1.2.4 Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
a Pengembangan dan pembangunan jaringan kereta api B1,B2,B4,B6,C2 APBN Kementerian Perhubungan
(Jalur Banjarmasin-Martapura)
1.2.5 Stasiun Kereta Api
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Tenaga Listrik (SUTM)

B1,B2,B3,B4,B5,86,B
7,

C1,C2,C3,C4,
D1,D2,D3,
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a Pembangunan stasiun penumpang B5 APBN Kementerian Perhubungan
1.2.6 Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau
a Pengelolaan Alur Pelayaran Kelas III C1, C2, D1 APBD Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan
b Pengembangan dan Atau Pengelolaan Pelabuhan Dermaga Murung APBD Dinas Perhubungan Provinsi
Sungai dan Danau Kenanga di Kalimantan Selatan
Kecamatan
Martapura, Dermaga
Telok Selong di
Kecamatan Martapura
Timur
1.3 Rencana Jaringan Energi
1.3.1 Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Pendukungnya
a Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik C4, E,4 BUMN PLN
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kec. Martapura dan Ke.
Martapura Timur
b Rencana & pembangunan jaringan listrik untuk F1 BUMN PLN
industri di barat WP
1.3.2 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
a Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Menyalurkan | E2,E3,E4 BUMN PLN
Tenaga Listrik antar sistem yaitu Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT)
b Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Distribusi A3,A4,A5, BUMN PLN

E1,E2,E3,E4,
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F1,F2, F3
c Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga WP Perkotaan BUMN PLN
Mikrohidro, Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Martapura
Tenaga Surya
1.3.3 Gardu Induk
a Pembangunan dan Pengembangan dan/atau F1 BUMN PLN
Pengelolaan Gardu Induk
1.4 Rencana Jaringan Telekomunikasi
a Pengembangan dan pengelolaan jaringan bergerak A2,A3,A4,A5, Swasta Swasta
seluler eksisting (BTS) B1,B2,B3,B4,B5,B6,B
7,
C1,C2,C3,C4,
D1,D2,D3,
E1,E2,E3,E4,
F1,F2,F3
b Pengembangan dan pengelolaan Sentra Telepon B5 Swasta Swasta
Otomatis (STO)
c Pembangunan, pengembangan dan penglolaan jaringan | WP Perkotaan Swasta Swasta
bergerak seluler (BTS) Martapura
d Pengembangan dan pengelolaan jaringan tetap (Telepon | A2,A3,A4,A5, Swasta Swasta
Fixed Line) B1,B2,B3,B4,B5,B6,B
7,
C1,C2,C3,C4,
D1,D2,D3,
E1,E2,E3,E4,
F1,F2,F3
1.5 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
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1.5.1 Sistem Jaringan Irigasi
a Studi dan penentuan jaringan irigasi seluruh area WP APBN Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
b Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi Primer A1,A2,A3,A4,A5, APBN Kementerian Pekerjaan
B2,B4,B7, Umum dan Perumahan
C4,D2,D3, Rakyat
E1,E3,
F1,F2,F3
c Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Irigasi Sekunder | A1,F3 APBN Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
1.5.2 Sistem Jaringan Air Bersih
a Peningkatan dan Pembangunan Sistem Saluran Al, A2, A4, APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Perikanan B5, B6, Penataan Ruang dan
E4, F1, F2, F3 Pertanahan Kabupaten
Banjar
b Studi dan penentuan sumber air baku seluruh area WP APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.5.3 Sistem Pengendalian Banjir
a Normalisasi Sungai dan Pemeliharaan Sempadan Sungai Martapura APBN, Kementerian Pekerjaan
Sungai APBD Umum dan Perumahan
provinsi, Rakyat, Dinas Pekerjaan
APBD Umum Provinsi Kalimantan
Kabupaten | Selatan, Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
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b Pembangunan, pengembangan dan Pengelolaan B6
Bangunan Pengendali Banjir
c Pengembangan Prasarana Irigasi A4,B4,B7,C4,
E2,E3,F1,F3

Pengembangan dan pengelolaan pond

Kawasan Perkotaan
Martapura

Studi dan penentuan peil banjir

seluruh area WP

2025-2029

< | o o
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APBN, Kementerian Pekerjaan
APBD Umum dan Perumahan
provinsi, Rakyat, Dinas Pekerjaan
APBD Umum Provinsi Kalimantan
Kabupaten | Selatan, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
Kementerian Pekerjaan
APBN, Umum dap Perumahan
APBD Rakyat, Dinas Pekerjaan
rovinsi Umum Provinsi Kalimantan
P ’ Selatan, Dinas Pekerjaan
APBD
Kabupaten Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
Kementerian Pekerjaan
APBN, Umum dap Perumahan
Rakyat, Dinas Pekerjaan
APBD o .
rovinsi Umum Provinsi Kalimantan
b ’ Selatan, Dinas Pekerjaan
APBD
Kabupaten Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
Kementerian Pekerjaan
APBN, Umum dap Perumahan
APBD Rakyat, Dinas Pekerjaan
rovinsi Umum Provinsi Kalimantan
p ’ Selatan, Dinas Pekerjaan
APBD
Umum, Penataan Ruang
Kabupaten

dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
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f Penyusunan Dokumen Pengelolaan DAS antar Kawasan Perkotaan Kementerian Pekerjaan
Kabupaten Martapura Umum dan Perumahan
APBN, . .
APBD Rakyat, Dmfas Peke'rjaan
provinsi Umum Proy1n31 Kahn"1antan
’ Selatan, Dinas Pekerjaan
APBD
Kabupaten Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.5.4 Bangunan Sumber Daya Air
a Pembangunan dan rehabilitasi pintu air Al1,A2,A3,C4,D2,E4,F3 APBN, Kementerian Pekerjaan
APBD Umum dan Perumahan
provinsi, Rakyat, Dinas Pekerjaan
APBD Umum Provinsi Kalimantan
Kabupaten | Selatan, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.6 Rencana Jaringan Air Minum
a Pengembangan dan pemeliharaan pipa unit distribusi A3,A4 A5, APBD, PDAM Intan Banjar
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B BUMD
7,
C1,C2,C3,C4,
D1,D2,D3,
E1,E2,E3,E4,
F1,F2, F3
b Studi dan Rencana pembangunan IPA Martapura Barat ﬁaavsg ;ﬁr:erkotaan gl[:}BMDD’ PDAM Intan Banjar
c APBD, PDAM Intan Banjar
Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perkotaan BUMD
Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Martapura
d Pengembangan dan Rencana Air Baku PDAM Intan Kawasan Perkotaan APBD, PDAM Intan Banjar
Banjar Martapura BUMD
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1.7 Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a Rencana Pengembangan Sub Sistem pengelolaan air A4,A5,B1,B4, APBD Dinas Perumahan Rakyat,
limbah setempat C2,C3,C4, Kawasan Permukiman dan
D3,E1,E2,E3, Lingkungan Hidup
F1,F3 Kabupaten Banjar
b Penyusunan Dokumen EHRA APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Perkotaan Kawasan Permukiman dan
Martapura Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar
1.8 Rencana Jaringan Persampahan
a Peningkatan dan/atau pengelolaan tempat C4 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
penampungan sampah sementara 3R (TPS) Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar
b Pembangunan TPST Kecamatan Al1,A4,B4,B5,B7, APBD Dinas Perumahan Rakyat,
C1,C2,C3, Kawasan Permukiman dan
D2,D3 Lingkungan Hidup
E2,E3,E4,F1,F3 Kabupaten Banjar
b Penentuan lokasi TPA dalam kerangka kerjasama Kawasan Perkotaan APBN, Kementerian Pekerjaan
Banjarbakula Martapura APBD Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar,
Bapelitbang Kabupaten
Banjar
1.9 RENCANA JARINGAN DRAINASE
a Pemeliharaan Jaringan Drainase primer Seluruh jaringan di APBN BWS Kalimantan II

Kawasan Perkotaan
Martapura
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b Perencanaan dan pembangunan jaringan drainase A3, A4, A5 APBN BWS Kalimantan II
primer
c Perencanaan saluran drainase sekunder Seluruh jaringan di APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Kawasan Perkotaan Penataan Ruang dan
Martapura Pertanahan Kabupaten
Banjar
d Perencanaan dan pembangunan jaringan drainase C2, C3 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
sekunder Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
e Pengelolaan dan pengembangan retensi drainse B5, B7, D1, D2, E4 APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
f Revisi dokumen masterplan drainase Kabupaten Banjar | Kawsan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.10 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
a Peningkatan, Pengembangan dan Pembangunan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
1) Penempatan Jalur Evakuasi B1,B2,B4,B5,B6,B7, APBD Badan Penanggulangan
C1,C2,C3,C4, Provinsi, Bencana Provinsi
D1,D2,D3, APBD Kalimantan Selatan, Badan
E1,E2,E3,E4, Penanggulangan Bencana
F1,F2,F3, Daerah Kabupaten Banjar
2) Penetapan lokasi evakuasi A5, B3, B6, APBD Badan Penanggulangan
C2, C3, D1, D2, Provinsi, Bencana Provinsi
E3 APBD Kalimantan Selatan, Badan

Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjar
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2025-2029

2022-2024
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1
3) Pengembangan Rambu-Rambu Jalur Evakuasi Seluruh Kawasan
Perkotaan Martapura
b Edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana seluruh Kawasan
Perkotaan Martapura
c Tempat Evakuasi Sementara
Penentuan dan penetapan lokasi Tempat evakuasi Kawasan Perkotaan
sementara Martapura
Sosialisasi ke masyarakat terkait lokasi-lokasi TES Kawasan Perkotaan
Martapura
B PERWUJUDAN POLA RUANG

< | 9 o
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APBD Badan Penanggulangan
Provinsi, Bencana Provinsi
APBD Kalimantan Selatan, Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjar
APBD Badan Penanggulangan
Provinsi, Bencana Provinsi
APBD Kalimantan Selatan, Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Banjar
APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Badan
Penanggulangan Bencana
Kabupaten Banjar
APBD Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Badan
Penanggulangan Bencana
Kabupaten Banjar

Perwujudan Zona Lindung

1.1

Zona Perlindungan Setempat

1.1.1

Penetapan lokasi penataan sempadan sungai
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a Rencana Induk Penataan Kawasan Sempadan Sungai Sepanjang Sungai APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura dan Anak sungai Martapura (C1,C2,D1, Penataan Ruang dan
E1,E4,F2,F3) Pertanahan Kabupaten
Banjar
b Penetapan lokasi prioritas penataan berdasarkan Sepanjang Sungai APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Kearifan lokal Martapura (C1, C3, Penataan Ruang dan
D1, E1, E4, F2, F3) Pertanahan Kabupaten
Banjar
c Penerbitan Peraturan Bupati tentang Lokasi penataan sepanjang Sungai APBD Sekretariat Kabupatn,
Sempadan Sungai Martapura (C1, C2, Bagian Hukum
D1, E1, E4, F2, F3)
d Penataan bangunan Sempadan sungai sepanjang Sungai APBN, Kemenretian Pekerjaan
Martapura (C1, C2, APBD Umum dan Perumahan
D1, E1, E4, F2, F3) Rakyat, Dirjen Cipta Karya,
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
1.1.2 Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai
a. Penanaman pohon di sepanjang Sungai E1l, E4, F2, F3 APBD, Dinas Perumahan Rakyat,
Swasta Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Swasta
b. Penertiban bangunan di sempadan sungai E1l, E4,F2, F3 APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
1.2 Zona Ruang Terbuka Hijau
1.2.1 Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW dan jalur hijau
a Pemetaan aset lahan pemerintah daerah sebagai RTH Kawasan Perkotaan APBD Bapelitbang Kabupaten

Martapura

Banjar
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b Penyusunan Masterplan Kota Hijau (P2KH) Kawasan Perkotaan APBD Bapelitbang Kabupaten
Martapura Banjar
c Pembangunan fisik taman tematik Kawasan Perkotaan APBD, Dinas Perumahan Rakyat,
Martapura Swasta Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Swasta
d Pemeliharan dan pengembangan estetika taman Kawasan Perkotaan APBD, Dinas Perumahan Rakyat,
Martapura Swasta Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Swasta
e Sosialisasi pelibatan masyarakat terkait keberadaan Kawasan Perkotaan APBD, Dinas Perumahan Rakyat,
RTH Martapura Swasta Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Swasta
f pengawasan dan penertiban secara berkala Kawasan Perkotaan APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
g Penyediaan RTH Kawasan Perkotaan Martapura Kawasan Perkotaan APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Martapura Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar, Swasta
1.2.2 Penyediaan pemakaman atau Alkah
a pemetaan dan pendataan pemakaman/alkah B3, B6, C3, C4, D1, APBD Bapelitbang Kabupaten
D2, D3, E1, E2 Banjar, Kecamatan
b sosialisasi ke masyarakat terkait dengan perencanaan Kawasan Perkotaan APBD Bapelitbang Kabupaten

penyediaan pemakaman/alkah

Martapura

Banjar, Kecamatan
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Kawasan Perkotaan

Martapura
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1.3

Zona Lindung Geologi

APBD,
Masyarakat,
Swasta

Bapelitbang Kabupaten
Banjar, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

1.3.1

penyusunan nahkah akademis terkait imbuhan air
tanah

B.5, B.6, B.7, C.2, C.3,
D.1,D.2,E.1,E4

APBD
Provinsi,
APBD
Kabupaten,
APBN

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,
Bappeda Provinsi
Kalimantan Selatan,
Bapelitbang Kabupaten

Banjar, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

1.3.2 penyusunan peraturan daerah tentang penetapan

imbuhan air tanah

B.5, B.6, B.7, C.2, C.3,
D.1,D.2,E.1,E.4

APBD Sekretariat Kabupaten,

Bagian Hukum

1.3.3 sosialisasi perda tentang imbuhan air tanah B.5, B.6, B.7, C.2, C.3,

D.1,D.2,E.1,E.4

APBD Bapelitbang Kabupaten
Banjar, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

1.3.4

pelibatan masyarakat dalam pengendalian dan APBD

pemanfaatan

B.5, B.6, B.7, C.2, C.3,
D.1,D.2,E.1,E.4

Bapelitbang Kabupaten
Banjar, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar
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1.3.5 pengawasan dan penertiban secara berkala B.5, B.6, B.7, C.2, C.3, APBD Satuan Polisi Pamong Praja
D.1,D.2,E.1,E.4 Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
1.4 Zona Cagar Budaya
1.4.1 pemeliharaan dan pengembangan edukasi Kawasan Perkotaan APBN, Kementerian Pendidikan
Martapura APBD dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan Kabupaten
Banjar, Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
1.4.2 penataan lingkungan Cagar Budaya C1 APBN, Kementerian Pendidikan
APBD dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan Kabupaten
Banjar, Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
2 Perwujudan Zona Budidaya
2.1 Zona Pertanian
2.1.1 Tanaman Pangan
a Penentuan LP2B pada Kecamatan Karang Intan, F.2,F.3 APBD Dinas Pertanian Provinsi
Martapura Barat dan Martapura Timur sebagai Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
dukungan ketahanan pangan perkotaan Martapura APBD Pertanian Kabupaten Banjar
Kabupaten
b penyusunan data base LP2B Kabupaten Banjar APBD Dinas Pertanian Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
APBD Pertanian Kabupaten Banjar
Kabupaten
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c sosialisasi penetapan lahan tanaman pangan di F.2,F.3 APBD Dinas Pertanian Provinsi
perkotaan Martapura Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
APBD Pertanian Kabupaten Banjar
Kabupaten
d Pemberian bantuan dana simultan bagi petani untuk F.2,F.3 APBD Dinas Pertanian Kabupaten
mempertahankan lahan tanaman pangan Provinsi, Banjar
APBD
Kabupaten
e Peningkatan penerapan teknologi pertanian F.2,F.3 APBD Dinas Pertanian Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
APBD Pertanian Kabupaten Banjar
Kabupaten
f penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna F.2,F.3 APBD Dinas Pertanian Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
APBD Pertanian Kabupaten Banjar
Kabupaten
g pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian APBN, Kementerian Pertanian,
F.2. F.3 APBD Dinas Tanaman Pangan dan
’ Holtikultura
h Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi F.2,F.3 APBN, Kementerian Pertanian,
pertanian APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
i penyusunan konsep dan masterplan F.2,F.3 APBN, Kementerian Pertanian,
APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
j penyusunan konsep dan masterplan F.2,F.3 APBN, Kementerian Pertanian,
APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
k sosialisasi publik dengan petani terkait agro-urbanisme | F.2, F.3 APBN, Kementerian Pertanian,
APBD Dinas Pertanian Kabupaten

Banjar
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1 pembangunan infrastruktur penunjang urban- F.2,F.3 APBN, Kementerian Pertanian,
agriculture APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
2.1.2 Hortikultura
a Peningkatan produktivitas D.3, E.2 APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
b pengembangan dan pengelolaan prasarana holtikultura | D.3, E.2 APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
c peningkatan pemasaran dan distribusi produk D.3, E.2 APBD Dinas Pertanian Kabupaten
Banjar
2.1.3 Peternakan
a pendataan masalah peternakan Kabupaten Banjar APBD Dinas Peternakan Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
ABPD Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten | Kabupaten Banjar
b Pengembangan agribisnis peternakan A5, Bl APBD Dinas Peternakan Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
ABPD Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten | Kabupaten Banjar
c Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit A5, Bl APBD Dinas Peternakan Provinsi
Provinsi, Kalimantan Selatan, Dinas
ABPD Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten | Kabupaten Banjar
2.2 Zona Perikanan
a Penetapan lahan perikanan budidaya A.1,A.2, A4, B.5, B.6, APBD Dinas Ketahanan Pangan

E.3,E.4,F.1,F.2,F.3

dan Perikanan Kabupaten
Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
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b pemetaan dan pendataan lahan perikanan budidaya A.1, A.2, A4, B.5, B.6,
E.3,E4,F.1,F.2,F.3

c penetapan lahan pengembangan perikanan budidaya A.1,A2,A4,B.S5, B.6,
dengan Perda E.3,E4,F.1,F.2,F.3

d pengawasan dan penertiban secara berkala A.1, A.2, A.4, B.5, B.6,
E.3,E.4,F.1,F.2,F.3

e peningkatan produktivitas perikanan budidaya A.1, A.2, A.4, B.5, B.6,
E.3,E4,F.1,F.2,F.3

f pengembangan budidaya perikanan dengan A.1,A2,A4,B.5, B.6,
menggunakan tekonologi tepat guna E.3,E4,F.1,F.2, F.3

g Pembinaan petani ikan budidaya A.1,A2,A4,B.5, B.6,

E.3,E.4,F.1,F.2,F.3
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APBD Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten
Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar
APBD Sekretariat Kabupaten,
Bagian Hukum
APBD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
APBD Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten
Banjar
APBN, Kementerian Perikanan dan
APBD Kelautan, Dinas Perikanan
Provinsi, Provinsi Kalimantan
APBD Selatan, Dinas Ketahanan
Kabupaten | Pangan dan Perikanan
Kabupaten Banjar
APBN, Kementerian Perikanan dan
APBD Kelautan, Dinas Perikanan
Provinsi, Provinsi Kalimantan
APBD Selatan, Dinas Ketahanan
Kabupaten | Pangan dan Perikanan

Kabupaten Banjar
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h peningkatan keahlian petani dalam pengolah hasil A.1, A.2, A4, B.5, B.6, APBN, Kementerian Perikanan dan
perikanan untuk nilai tambah E.3,E4,F.1,F.2,F.3 APBD Kelautan, Dinas Perikanan
Provinsi, Provinsi Kalimantan
APBD Selatan, Dinas Ketahanan
Kabupaten | Pangan dan Perikanan
Kabupaten Banjar
i penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendukung A.1,A2,A4,B.S5, B.6, APBN, Kementerian Perikanan dan
perikanan budidaya E.3,E4,F.1,F.2,F.3 APBD Kelautan, Dinas Perikanan
Provinsi, Provinsi Kalimantan
APBD Selatan, Dinas Ketahanan
Kabupaten | Pangan dan Perikanan
Kabupaten Banjar
2.3 Zona Kawasan Peruntukan Industri
a Penetapan kawasan peruntukan industri di perkotaan A.1,E3,E4 APBD Dinas Koperasi, Usaha
martapura Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar, Bapelitbang
Kabupaten Banjar
b pengembangan sentra industri perikanan budidaya A.l APBD Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar, Bapelitbang
Kabupaten Banjar, Dinas
Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten
Banjar
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c pengembangan industri lokal E.3,E4 APBD Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Banjar
d sosialisasi dan promosi peruntukan industri Kabupaten Banjar APBD Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Banjar
2.4 Zona Pariwisata
a penyediaan sarana dan prasarana penunjang C.1 APBD Dinas Kebudayaan,
pariwisata Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
b penyusunan dan pemetaan jalur pergerakan wisata Kabupaten Banjar APBD Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
c perlindungan dan penataan disekitar bangunan cagar Kawasan Perkotaan APBD Dinas Kebudayaan,
budaya Martapura Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
d penetapan pembatasan bangunan yang terdaoat Kawasan Perkotaan APBD Dinas Kebudayaan,
disekitar kawasan cagar budaya Martapura Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
e pengembangan kegiatan wisata dan pendidikan Kawasan Perkotaan APBD Dinas Kebudayaan,
berbasis agama, majelis kajian, home stay Martapura Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten
Banjar
2.5 Zona Perumahan
2.5.1 Perumahan Kepadatan Tinggi
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pembatasan intensitas bangunan

Kawasan Perkotaan
Martapura

peningkatan kualitas lingkungan dengan melakukan
peremajaan lingkungan permukiman

Kawasan Perkotaan
Martapura

pelaksanaan penataan kawasan Air Santri

Kawasan Perkotaan
Martapura

Penentuan kawasan permukiman di atas air sepanjang
Sungai Martapura

Kawasan Perkotaan
Martapura

2.5.2

Perumahan Kepadatan Sedang

2025-2029

2030-2034

2035-2039
2040-2042

SUMBER
DANA

INSTANSI PELAKSANA

APBD

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

APBD

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

APBN,
APBD

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

APBD

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Pengembangan rencana tapak pada pusat kegiatan
baru di barat dan timur

A3,A.2,A4, A5, Bl,
B.2, B.3, B.4, F.1, F.2,
F.3

penyediaan sarana dan prasarana penunjang
permukiman baru

A3,A.2,A4, A5, Bl,
B.2,B.3,B.4,F.1, F.2,
F.3

APBD,
Swasta

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar, Swasta

APBD,
Swasta

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
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penyediaan perumahan sewa untuk menunjang
pesantren

A4, B.1,B.3,C.2,D.3,
E.2

Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar, Swasta

APBN,
APBD

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

2.5.3

Perumahan Kepadatan Rendah

pengembangan perumahan khusus, berupa rumah
tradisional pada kawasan lama dan terintegrasi dengan
pesantren

Kawasan Perkotaan
Martapura

penyusunan rancang bangunan yang teritegrasi dengan
tata air

Kawasan Perkotaan
Martapura

sosialisasi penerapan rumah panggung

Kawasan Perkotaan
Martapura

APBN,
APBD

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

APBN,
APBD

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar,
Bapelitbang Kabupaten
Banjar

APBN,
APBD

Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar
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2.6 Zona Sarana Pelayanan Umum
2.6.1 Sarana Pelayana Umum Skala Kota
a peningkatan pelayanan Kawasan Perkotaan Dinas Pendidikan
Martapura APBD Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
b pemeliharaan dan pengembangan SPU Kawasan Perkotaan Dinas Pendidikan
Martapura APBD Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
c pemetaan dan pendataan pesantren Kawasan Perkotaan BapelitbangKabupaten
Martapura APBD Banjar
d penyediaan sarana dan prasarana penunjang pesantren | Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
2.6.2 Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
a peningkatan pelayanan Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan
Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
b pemeliharaan dan pengembangan SPU Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan
Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
c penambahan jumlah kelas pada sekolah yang Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan
didasarkan kebutuhan murid Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
2.6.3 Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
a peningkatan pelayanan Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan

Martapura

Kabupaten Banjar, Dinas
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Kesehatan Kabupaten
Banjar
b pemeliharaan dan pengembangan SPU Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan
Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
c penambahan jumlah kelas pada sekolah yang Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pendidikan
didasarkan kebutuhan murid Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
Kesehatan Kabupaten
Banjar
2.7 Zona Campuran
a pembatasan intensitas bangunan Kawasan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura APBD Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
b penerapan PZ Kawasan Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura APBD Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
c pengawasan dan penertiban secara berkala Kawasan Perkotaan Satuan Polisi Pamong Praja
Martapura Kabupaten Banjar, Dinas
APBD Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan  Pertanahan
Kabupaten Banjar
2.8 Zona Perdagangan dan Jasa
2.8.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
a pembatasan intensitas bangunan Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
b penerapan PZ Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,

Martapura

Penataan Ruang dan




-133 -

WAKTU PELAKSANAAN

2022-2024

NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI
1
c penataaan lingkungan kawasan Kawasan Perkotaan
Martapura
d pengawasan dan penertiban secara berkala WP Perkotaan
Martapura
2.8.0 Perdagangan dan Jasa Skala WP
a pembatasan intensitas bangunan Kawasan Perkotaan
Martapura
b penerapan PZ Kawasan Perkotaan
Martapura
c penataaan lingkungan kawasan Kawasan Perkotaan
Martapura
d pengawasan dan penertiban secara berkala Kawasan Perkotaan
Martapura
2.8.3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
a pembatasan intensitas bangunan Kawasan Perkotaan

Martapura

2025-2029

2030-2034

2035-2039
2040-2042

SUMBER
DANA

INSTANSI PELAKSANA

Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
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NO

PROGRAM PRIORITAS

LOKASI

WAKTU PELAKSANAAN

2022-2024

2025-2029
2030-2034
2035-2039
2040-2042

penerapan PZ

Kawasan Perkotaan
Martapura

penataaan lingkungan kawasan

Kawasan Perkotaan
Martapura

pengawasan dan penertiban secara berkala

Kawasan Perkotaan
Martapura

2.9

Zona Perkantoran

SUMBER
DANA

INSTANSI PELAKSANA

Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar, Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar

2.9.1

Perkantoran pemerintahan

pemeliharaan dan peningkatan fisik bangunan

C.3

penataan lingkungan perkantoran

C.3

penyediaan sarana dan prasarana penunjang

C.3

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

penerapan PZ

C.3

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar

APBD

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
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WAKTU PELAKSANAAN

o + | o
2022-2024 | Q| @ | ®| ¢ SUMBER
NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 8 8|8 & “pana INSTANSI PELAKSANA
B o | 1B o
1121318 8|33
q ]| q
e penerapan bangunan hijau (green building) C.3 APBD Bapelitbang Kabupaten
Banjar
2.9.2 Perkantoran swasta
a pembatasan intensitas bangunan Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
b penyediaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
c penerapan PZ Kawasan Perkotaan APBD Dinas Pekerjaan Umum,
Martapura Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten
Banjar
d penerapan bangunan hijau (green building) Kawasan Perkotaan APBD Bapelitbang Kabupaten
Martapura Banjar
293 Perencanaan dan Pembangunan Kawasan
T Perkantoran di Karang Intan
a pemetaan dan pendataan ketersediaan lahan F.1 APBD Bapelitbang Kabupaten
Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar, Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar
b sosialisasi publik terkait dengan pengembangan pusat F.1 APBD Bapelitbang Kabupaten

pemerintahan Kabupaten Banjar

Banjar, Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten
Banjar, Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjar
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WAKTU PELAKSANAAN

o + | o
2022-2024 | Q| @ | ®| ¢ SUMBER
NO PROGRAM PRIORITAS LOKASI 8 8|8 & “pana INSTANSI PELAKSANA
0 o | v o
112131888 3
q ]| q
c penyusunan masterplan pusat pemerintahan F.1 APB Dinas Pekerjaan Umum dan
Provinsi, Penataan Ruang Provinsi
APBD Kalimantan Selatan, Dinas
Kabupaten | Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
d Penyusunan siteplan dan DED F.1 APB Dinas Pekerjaan Umum dan
Provinsi, Penataan Ruang Provinsi
APBD Kalimantan Selatan, Dinas
Kabupaten | Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
e pembangunan pusat pemerintahan F.1 APB Dinas Pekerjaan Umum dan
Provinsi, Penataan Ruang Provinsi
APBD Kalimantan Selatan, Dinas
Kabupaten | Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Banjar
2.10 Pengelolaan Persampahan
a pemeliharaan dan peningkatan pelayanan C.4 APBD Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar
2.11 Zona Transportasi
a pemeliharaan dan peningkatan pelayanan D.1 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
b penataan lingkungan terminal D.1 APBD Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar
c Penyusunan masterplan TOD C.2 APBD Dinas Perhubungan

Kabupaten Banjar

2.12

Zona Pertahanan dan Keamanan




WAKTU PELAKSANAAN
2022-2024

PROG PRI SUMBER
RAM ORITAS LOKASI DANA INSTANS] PELAKSANA
Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertahanan APBN TNI
dan keamanan
D.2
BUPATI BANJAR,

Ca

SAIDI MANSYUR
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MARTAPURA 2022-2042

LAMPIRAN XVI
TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

Zona Pertanian Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona
E]
No | Kode Kegiatan Kode Kegiatan i £ §5. |88 82 N FER
KBLI Z c .:g AR 248 gs9
-l g ESE| ESS TE @& g8
E 2 EgF|Ead ) B E A
£ o & M & g M 7] &em
P-2 P-4 R-2 R-3 SPU-3 K-1
A |PERTANIAN DAN PERIKANAN
1 |o11 Pertanian Tanaman Semusim 011
2 012 Pertanian Tanaman Tahunan 012
3 [0126 Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleagi ) 012 0126
4 |0127 Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman 012 0127
5 o128 Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik /Penyegar, 012 0128
dan Obat-obatan
6 [0129 Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya 012 0129
7 |0130 Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman 013 0130
8 10141 Peternakan Sapi dan Kerbau 014 0141
9 |0144 Peternakan Domba dan Kambing 014 0144
10 |0146 Peternakan Unggas 014 0146
11 |0149 Peternakan Lainnya 014 0149
12 01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet 014 0149 01497
13 [016 Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen 016
14 0163 Jasa Pasca Panen 016 0163
15 101640 Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan 016 0164 01640
16 |0172 Penangkaran Tumbuhan /Satwa Liar 017 0172
17 031 Perikanan Tangkap 031
18 032 Perikanan Budidaya 032
B |INDUSTRI
1 [101 Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging 101
2 102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air 102
3 |03 Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan 103
Sayuran
4 |104 Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani 104
5 [105 Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim 105
6 [106 Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati 106
7 _|107 Industri Makanan Lainnya 107
8 |108 Industri Makanan Hewan 108
9 |110 Industri Minuman 110
10 |120 Industri Pengolahan Tembakau 120
11 131 Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil |131
12 |141 Jadi Dari Kulit Berbulu 141
13 |142 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu 142
14 [143 Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman /Bordir 143
15 [142 Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan |142
16 |143 Industri Alas Kaki 143
Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu
17 |161 . 161
dan Sejenisnya
Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan
18 |162 Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis 162
Lainnya
19 [170 Industri Kertas dan Barang Dari Kertas 170
20 [181 Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI 181
21 [201 Industri Bahan Kimia 201
22 [210 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 210
23 [301 Industri Pembuatan Kapal dan Perahu 301
24 [310 Industri Furnitur 310
25 [321 Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga 321
26 [32903 Industri Kerajinan YTDL 329 3290 32903
C | REPARASI, INSTALASI, TREATMENT dan KONSTRUKSI
1 31 Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan 331 T1 I T1 I I I 1 I T1 I
2 32 Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri 332 T1 1 1 1 1 1 1 I
3 51 Ketenagalistrikan 351 T1 T1 I T1 1 1 I 1 1 T1 1
4 52 P d. dan Distribusi Gas Alam dan Buatan 352 I T1 1 I I 1 I
5 |353 Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es 353 T1 I I I 1 I
6 _|360 Treatment Air 360 T1 T1 T1 1 1 1 1 1
7__|370 Treatment Air Limbah 370 X 1 1 1 1
8 1381 Pen n Limbah dan Sampah 381 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 1 T2 T2
9 382 T dan P Sampah 382 I
10 |383 Pemulihan Material 383 T1 T1 T1 I T1 T1 T1 1
11 |410 Konstruksi Gedung 410 T2 T3 T1 T1 T1 I T1 T1 T1 T1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
12 41011 Konstruksi Gedung Hunian 410 4101 41011 T2 T1 T1 T1 T1 T1 1 1 1 1 I T1
13 [421 Konstruksi Jalan dan Jalan Rel 421 T1 T1 T1 T1 I T1 T1 T1 T1 I I I I I I I
14 [422 Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah 422 T1 T1 T1 T1 I | 11 | m™ T1 T1 1 1 | 1 | 1 | 1
15 [429 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya 429 1 T1 1 T1 T1 T1 T1 I [ 11 | T1 T1 T1 1 1 | 1 | 1 | 1
D [PERDAGANGAN
1_|451 Perdagangan Mobil 451 1 1 1 1 1
2 |452 Reparasi dan Perawatan Mobil 452 1 1 1 1 1
3 |453 Perd Suku Cadang dan Aksesori Mobil 453 I I I 1 I
Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan
4[5 Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya 454 ! ! ! ! !
5 |4t Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 61 . d . . d
6 |462 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup 462 1 1 I 1 1
7 1463 Perd Besar Mal Minuman dan Tembakau 463 I I I 1 I
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Zona
Lindung Zona Pertanian Zona Perumahan Zona Sarana Pelayanan Umum Zona C: Zona dan Jasa
i Geologi 8
Kode g 3 -E ge | g8 |8« a @ g @ P oz &
e Kegiatan Kode Kegiatan g <. g E 2 |28, fsw 28g] § 58 28 l ER E.‘!i FER EEE FEH
& K g8 ] i 5 .33 ss| 28 s 8 5 |8 5% S g g S @
-a‘ R H [ 98 ESg| sy @ @ o g wg 22 ag g 82 ER] i’ag
g g q 3 85 8% 88 g 8 2 g8 g8 8 ° 8 T8 s 8
A& s & < Eoi- .E' & .E, sl B 29 Ea B 8% agoi ] ] 2 8
g e & g8 | S2"| &N @ @S @ a Eg? STE| gRe | 50d
BA LGE-4 P-1 P-2 P-4 w R-2 R-3 R-4 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 Cc-1 Cc-2 K-1 K-2 K-3
8 |464 Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga 464 T1 1 1 1 1 1
9 |465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya 465 T1 I 1 1 1 1
10 |466 Besar Khusus Lainnya 466 T1 I 1 I 1 I
11 [471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko 471 T1 T1 I I T1 T1 T1 I I I I
12 472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembak|{472 T3 T1 T1 T1 T1 1 1 T1 T1 T1 1 1 1 1
13 [473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermot 473 T1 T1 1 1 T1 T1 T1 1 1 1 1
14 |474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunil{474 T1 T1 I 1 T1 T1 T1 1 1 1 1
15 [475 Perd Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lail475 T1 T1 T1 T1 I 1 T1 T1 T1 I I 1 I
16 |476 Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi Di’[476 T3 TL | T1 T1 T1 I 1 T1 T1 T1 1 I 1 I
17 |477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko 477 T1 T1 T1 T1 I 1 T1 T1 T1 1 I 1 1
18 |478 Perd Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 478 1 T1
E |PENGANGKUTAN DAN PERGUDAGAN
1 |491 Angkutan Jalan Rel 491 I 1 1 1 1
2 492 Angkutan Bus 492 I I I 1 I
3 |494 Angkutan Darat Bukan Bus 494 1 1 1 1 1
4 |502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 502 1 1 I 1 1
5 [521 Pergudangan dan Penyimpanan 521 1 1 1 1 1
6 [522 Aktivitas Penunjang Angkutan 522 I I I I I
F |AKOMODASI, MEDIA DAN TEKONOLOGI DIGITAL
1 |551 Penyediaan Al i Jangka Pendek 551 T1 T1 T1 1
2 |561 Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling 561 T1 T1 T1 1
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan
3 |562 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu 562 m m m !
5 |581 Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya 581 T1 T1 I 1
6 |582 Penerbitan Piranti Lunak (Software) 582 T1 T1 1 1
7 |s91 Aktiv?tz?s Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program 501 T1 T1 1 1 1 1 1
Televisi
8 |601 Penyiaran Radio 601 T1 T1 1 1 1 1 1
9 |[611 Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel 611 T1 T1 I T1 1 I 1
10 [612 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel 612 T1 T1 I T1 I I 1
11 [613 Aktivitas Telekomunikasi Satelit 613 T1 T1 1 T1 1 1 1
12 619 Aktivitas Tt ikasi Lainnya 619 T1 T1 1 T1 1 1 1
13 |620 Akt];\;itas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan 620 T1 T1 1 T1
14 639 Aktivitas Jasa Informasi Lainnya 639 T1 T1 1 T1
G |L KEUANGAN, KEGIATAN JASA, REAL ESTATE DAN JASA KREATIF
1 |641 Perantara Moneter 641 1 1 T2 T2
2 |642 Aktivitas Perusahaan Holding 642 I 1
3 |649 Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, 649 1 T1
Penjaminan dan Dana Pensiun
4 |651 Asuransi dan Pe 651 1 T1
5 [653 Dana Pensiun 653 1 T1
6 |661 Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, 661 1 T1
Penjaminan dan Dana Pensiun
7 les1 Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Kawasan | g1 1 1
Pariwisata
691 Aktivitas Hukum 691 I T1
9 692 Ak.tivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa Konsultasi 692 1 T1
Pajak
10 |701 Aktivitas Kantor Pusat 701 1 T1
11 |711 Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis |1 1 T1
12 (712 Analisis dan Uji Teknis 712 1 T1
Penelitian dan Pe TImu P 1an Alam dan
13 |721 Iimu Teknologi Dan Rekayasa 721 T1 T1 T1 T1 T1 1 T1 1
14 |722 Penelitian Dan P Timu P 1an Sosial Dan |75, T1 T1 T1 T1 T1 1 T1 1 1 1 1 1 1
Humaniora
15 |731 Periklanan 731 1 1 1 I 1 1 I
16 |741 Aktivitas Desain Khusus 741 I 1 1 I 1 1 1
17 _|750 Aktivitas Kesehatan Hewan 750 1 1 1 T1 1 1 1 1 1
18 781 Aktivitas P Tenaga Kerja 781 1 1 1 1 1 1
19 |791 Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur 791 1 1 1 1 1 1 1
20 [801 Aktivitas K¢ Swasta 801 I T1 1 1 1 1 1
21 (812 Aktivitas Kebersihan 812 1 1 1 1 1 1 1
22 |813 Aktivitas Jasa 1 dan Pemeliharaan Taman 813 T1 T1 T1 I 1 1 I 1 1 I
23 (821 Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor 821 T1 T1 T1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 |822 Aktivitas Call Centre 822 I I I I I I I
25 |823 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, 823 1 1
Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus
26 |841 Ad@nlsﬁasl Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan 841 1 T1 T1,T2, 1 1 1
Sosial T3.B
Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang
27 (842 Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan 842 T1 T1 T3 T1 T1 T1 T1 1 1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
Ketertiban
H |PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL
1 851 Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar 851 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 1 1 I 1 1
2 |852 Pendidikan Menengah 852 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 1 1 1 1 1
3 [853 Pendidik Tinggi 853 T1 T1 T1 T1 I I I I I
4 |855 Kegiatan Penunjang Pendidikan 855 T1 T1 T1 T1 I I I I I
5 |861 Aktivitas Rumah Sakit 861 T1 T1 T1 T1 1 I I 1 1
6 |862 Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi 862 T1 T1 T1 T1 1 1 1 1 1 1 1 1
7_|869 Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya 869 T1 T1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan
8 |871 Pemulihan Kesehatan 871 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 1 1 I 1 I
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LAMPIRAN XVII

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

KDB KDH
NO. ZONA KODE KLB KAVELING MINIMUM
(%) (%)
A. Zona Perlindungan Setempat
1 Perlindungan Setempat PS ‘ 10 ‘ 0,5 ‘ 90 ‘ 0
B. Zona Ruang terbuka Hijau
1 Rimba Kota RTH-1 10 0.5 90
2 | Taman Kota RTH-2 10 0.5 90 0
3 Taman Kecamatan RTH-3 10 0.5 90 0
4 Taman Kelurahan RTH-4 0 0 90 0
5 | Taman RW RTH-5 0 0 90 0
6 Pemakaman RTH-7 10 0.5 90 0
7 Jalur Hijau RTH-8 0 0 100 0
C. Zona Lindung Geologi
1 | Imbuhan Air Tanah LGE4 | 10 | 05 | 90 | 0
D. Zona Cagar Budaya
1 Cagar Budaya CB ‘ 10 ‘ 1 ‘ 30 ‘ 0
E. Zona Pertanian
1 Tanaman Pangan P-1 10 0.5 90 0
2 Hortikultura pP-2 5 0.8 90 0
3 Peternakan P-3 20 1 80 0

. Zona Perikanan
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KDB KDH
NO. ZONA KODE KLB KAVELING MINIMUM
(%0) (%0)
1 Perikanan Budidaya IK-2 10 1 90 0
G. Zona Peruntukan Industri (KPI)
1 | Kawasan Peruntukan Industri KPI 70 2 30 0
H. Zona Pariwisata
1 | Pariwisata W 50 1.5 50 0
I. Zona Perumahan
1 Rumah Kepadatan Tinggi R-2 70 0.8 10 Kaveling Minimum 120 m?2
2 Rumah Kepadatan Sedang R-3 70 0.8 10 Kaveling Minimum 120 m?
3 Rumah Kepadatan Rendah R-4 60 1 20 Kaveling Minimum 120 m?
J. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
1 | SPU Skala Kota SPU-1 60 2 40 0
2 SPU Skala Kecamatan SPU-2 50 2 50 0
3 SPU Skala Kelurahan SPU-3 60 1.5 40 0
4 | SPU Skala RW SPU-4 70 0.8 30 0
K. Zona Campuran
1 Campuran Intensitas Tinggi C-1 70 3 10 0
2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang C-2 70 2 20 0
L. Zona Perdagangan dan Jasa
1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 60 4 10 0
2 Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 60 4 10 0
3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP K-3 60 4 10 0
M. Zona Perkantoran (KT)
1 ‘ Perkantoran KT 60 4 30 0
N. Zona Pengelolaan Persampahan
1 ‘ Pengelolaan Persampahan PP 10 1 90 0
O. Zona Transportasi (TR)
1 Transportasi TR 60 2 10 0




[ P. Zona Pertahanan dan Keamanan
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MARTAPURA TAHUN 2022-2042

LAMPIRAN XVIII
KETENTUAN TATA BANGUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

BArg\Illg}?JﬁlAN GSB (m)
g E v % y 5 y % JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN MIN (m)
NO. ZONA g LANTAI Eé g é § ; 8 g é %
M| BB |S5E 2| S8
S 2 | = Z
) ) — (m) Ket.
A. Zona Perlindungan Setempat
1 | Perlindungan Setempat l PS ‘ 1 ‘ 35 ‘ 25 ‘ 15 ‘ 9 ‘ 2 &6 ‘ 2 (m) untuk hunian dan 6 (m) untuk non-hunian.
B. Zona Ruang terbuka Hijau
1 | Rimba Kota RTH-1 2 35 - - - 12
2 | Taman Kota RTH-2 2 - 25 - - 12
3 | Taman Kecamatan RTH-3 1 - 25 25 - 12
4 | Taman Kelurahan RTH-4 1 - - 25 - 12
5 | Taman RW RTH-5 1 - - - 9 12
6 | Pemakaman RTH-7 - 35 25 15 9 12
7 | Jalur Hijau RTH-8 - - _ _
C. Zona Lindung Geologi
1 Imbuhan Air Tanah ‘ LGE-4 ‘ - ‘ ‘ - ‘ - ’ - ‘

D. Zona Cagar Budaya
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BATI\IIIEI;?J%AN GSB (m)
= E 02 é % JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN MIN (m)
NO. ZONA 8 LANTAI E % <Z3 g % % % :<Zt‘. CZD
M <s |d%= 2= 32
(MAKS) Z% |S3E ZE| S¥
A ofrl Sm S
é S S| m) Ket.
1 Cagar Budaya CB 1 35 25 15 9 12
E. Zona Pertanian
1 Tanaman Pangan P-1 1 35 25 15 9 12
2 Hortikultura pP-2 2 35 25 15 9 12
3  Peternakan P-3 1 35 25 15 9 12
F. Zona Perikanan
1 Perikanan Budidaya IK-2 2 35 | 25 [ 15| o9 12 |
G. Zona Peruntukan Industri (KPI)
1 Kawasan peruntukan Industri KPI 2 35 ‘ 25 15 9 12 ‘
H. Zona Pariwisata
1 Pariwisata W 2 35 | 25 | 15| o9 6 |
I. Zona Perumahan
1 | Rumah Kepadatan Tinggi R-2 2 35 25 15 9 08& 1 (1) g; Eiifﬁ‘;f;ii g‘if‘eih tunggal.
2 | Rumah Kepadatan Sedang R-3 2 35 25 15 9 S
3 | Rumah Kepadatan Rendah R-4 2 35 25 15 9 S
J. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
1 SPU Skala Kota SPU-1 6 35 25 15 - 12
2 SPU Skala Kecamatan SPU-2 3 35 25 15 - 6
3 | SPU Skala Kelurahan SPU-3 2 35 25 15 9 6
4 | SPU Skala RW SPU-4 1 35 25 15 9 6

K. Zona Campuran




TINGGI = Ead n
BANGUNAN Sh8 un) }
E & ” [+ 1 " 3 ” g JARAK BEBAS ANTAR BANGUNAN MIN (m)
NO. ZONA
9 LANTAI E o E @ Qul ZZ
™S = 0 = = a
(MAKS) @S2 22| S5
o E . o 4
5 - i3 (m) Ket.
1 | Campuran Intensitas Tinggi C-1 6 35 25 z : 12
2 | Campuran Intensitas Menengah/Sedang | C-2 6 35 25 15 ’ 12
L. Zona Perdagangan dan Jasa
1 | Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 4 3s 25 15 - 12 & 0 | 12 (m) untuk bangunan tunggal 0 (m) untuk ruko
2 | Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 4 35 25 15 - 12 & 0 | 12 (m) untuk bangunan tunggal 0 (m) untuk ruko
3 | Perdagangan dan Jasa Skala SWP K-3 4 3s 25 15 5 6 &0 | 6 (m)untuk bangunan tunggal 0 (m) untuk ruko
M. Zona Perkantoran (KT)
1 | Perkantoran | Kkt | 6 | 3s | 25 J1is[ s | 12 ]
N. Zona Pengelolaan Persampahan
1 | Pengelolaan Persampahan I FP ] = 1 35 | 2 l = \ z ] |
0. Zona Transportasi [TR)
1 | Transportasi | TR | 2 | a5 ] 28 [15] -~ | 12 |
P. Zona Pertahanan dan Keamanan
1 [ Pertahanan dan Keamanan | HK | 3 | 35 T a5 T -1 - 1 |
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

NO ZONA SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
1 Sempadan Sungai 1. Jalan inspeksi, minimal dengan lebar 2 meter sepanjang sungai
2 | Rimba Kota (RTH-1) 1. Toilet umum maksimal 1 unit toilet dapat melayani 100 orang
Taman Kota (RTH-2) 2. Bangku taman
Taman Kecamatan (RTH — 3) 3. Lampu taman
Taman Kelurahan (RTH - 4) 4. Tempat sampah
5. Papan informasi
6. Jaringan WIFI
7.Jaringan drainase
3 | Pemakaman (RTH- 7) 1. Jalur pejalan kaki

a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
c. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
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d. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
e. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
2. Ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir yang mudah dilihat dan dicapai dari
jalan terdekat
3. Prasarana
a. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan
anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan
kapasitas:

1) Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/tong volume 40-60 1t dengan tutup,
atau bin/tong sampah, volume 50-60 1t yang dipasang secara permanen, atau
bin/plastik, volume 120-240 1t ada tutupnya dan memakai roda

2) Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume
50-60 liter.

b. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
c. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan
kaki.
4. Fasilitas pendukung berupa sarana ibadah meliputi :
a. Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal

250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.

4 | Perumahan-Rumah Kepadatan Tinggi | 1. Jalan lingkungan dengan lebar minimum 7 m
2. Jalur pejalan kaki

(R-2)

Perumahan-Rumah Kepadatan
Sedang (R-3)

Perumahan-Rumah Kepadatan
Rendah (R-4)

a.
. Jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.
. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2

Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.

m;

. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;

Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemuli titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
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g. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas
penyeberangan.
3. Ruang terbuka hijau
a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
1) Taman/tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m 2 /jiwa.
2) Taman/tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2 /jiwa.
3) Taman/tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m 2 /jiwa.
4) Taman/tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah
penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m
2 /jiwa.
b. Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa.
4. Ruang terbuka non hijau
a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah
penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3
m?2 /jiwa.
b. Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk
penghuni sekitarnya. 4)
S. Prasarana lingkungan perumahan
a. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran
lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.
b. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.
c. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.
d. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar
perkerasan minimal 3,5 meter.
e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan
perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
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f.

g.

Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan
volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter).

Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal yang
sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), dapat berupa TPS
volume > 1 m3 atau dengan container volume 6-8 m3, dengan metode angkut tidak
tetap.

. Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik yang berada di

bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air
tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal.

Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah
domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem off site).

. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan

kaki.

. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan

air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai

kebutuhan/standar. e

Penyediaan lahan parkir umum

1) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250
penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT,
dan memiliki standar penyediaan 100 m?, dengan penyebaran lokasi pada area
pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai
pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; -

2) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500
penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RW,
dan memiliki standar penyediaan 400 m?, dengan penyebaran lokasi pada area
pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai
pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; -

3) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan
(30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada
skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m?, dengan penyebaran
lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal
wilayah kelurahan (seluas 1.000 m?), dan pangkalan angkot (seluas 200 m?); -
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4) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada
skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m?, dengan penyebaran
lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal
wilayah kecamatan (seluas 2.000 m?), dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500
m?).

6. Sarana pendukung
a. Sarana pendidikan berupa:

1) Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m2/jiwa.

2) PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m2/jiwa.

3) Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m2/jiwa.

4) SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m2/jiwa.

5) SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m2/jiwa.

. Sarana kesehatan berupa:

1) Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250
jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m2 /jiwa.

2) Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa.

3) Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk
jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,006 m2/jiwa.

4) Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m2/jiwa.

5) Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung
minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2 /jiwa.

c. Sarana ibadah berupa:
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1) Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.

2) Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m2/jiwa.

3) Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa.

4) Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m2/jiwa.

5) Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

. Sarana perdagangan dan jasa berupa:

1) Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2/jiwa.

2) Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa.

3) Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m2/jiwa.

4) Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk
jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,3 m2/jiwa.

. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:

1) Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung
minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa.

2) Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m2/jiwa.

3) Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa.

. Sarana olahraga berupa:

1) Untuk skala desa/kelurahan yang didukung dengan penduduk sebanyak 30.000
jiwa diarahkan menyediakan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan
kegiatan penduduk di area terbuka seperti pertandingan olah raga, upacara serta
kegiatan lainnya. Standar kebutuhan lahan 0,3 m2/jiwa.
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2) Untuk skala kecamatan yang didukung dengan penduduk sebanyak 120.000 jiwa
diarahkan menyediakan 1 lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat
pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta
kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Standar
kebutuhan lahan 0,2 m2/jiwa.

3) Untuk skala kota, minimal menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket
(14x26 m), lapangan volly (15x24 m)

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

(K-1)

Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

1. Jalur pejalan kaki
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
c. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal
2 m;
d. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
e. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
f. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
g. transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
h. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas
penyeberangan.
2. Ruang terbuka hijau
a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
1) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 1 m2/jiwa.
2) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa.
3) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa.
4) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m2/jiwa.
3. Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa dan tempat parkir
4. Prasarana
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. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem

pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal

. selama 15 menit.
. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran

lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.

. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5

bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.

. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah

dilihat, dan mudah diakses.

. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar

perkerasan minimal 3,5 meter.

. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan

anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan

kapasitas:

1) Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/tong volume 40-60 1t dengan tutup,
atau bin/tong sampah, volume 50-60 1t yang dipasang secara permanen, atau
bin/plastik, volume 120-240 1t ada tutupnya dan memakai roda

2) Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume
50-60 liter.

3) Untuk perkantoran/hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt
dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda.

i. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan

sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

j. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-

kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan

kaki.

. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan

air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai
kebutuhan/standar.
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m. Penyediaan lahan parkir
1) Pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-
7,5;
2) Pasar minimarket, SRP/100 m?2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang
parkir 3,5-7,5;
3) Hotel/penginapan/losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3;
5. Fasilitas pendukung
a. Sarana kesehatan berupa apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah
penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025
m2 /jiwa.
b. Sarana ibadah berupa:
1) Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.
2) Masjid warga untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan
kebutuhan luas lahan 0,24 m?2/jiwa.
c. sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
6 Perkantoran (KT) 1. Jalur pejalan kaki

a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b. Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
c. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal
2 m;
d. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
e. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
f. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
g. transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
h. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas
penyeberangan.
2. Ruang terbuka non hijau berupa plasa dan tempat parkir
3. Prasarana




-156 -

NO

ZONA

SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem

pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama
15 menit.

. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran

lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.

. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5

bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.

. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah

dilihat, dan mudah diakses.

. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar

perkerasan minimal 3,5 meter.

. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan

anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan

kapasitas:

1) Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/tong volume 40-60 1t dengan tutup,
atau bin/tong sampah, volume 50-60 1t yang dipasang secara permanen, atau
bin/plastik, volume 120-240 It ada tutupnya dan memakai roda

2) Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume
50-60 liter.

3) Untuk perkantoran/hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt
dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda.

.Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan

sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

i. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-

kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

j. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan

kaki.

. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan

air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai
kebutuhan/standar.
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4. Fasilitas pendukung
a. Sarana ibadah berupa:
1) Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.
2) Masjid warga untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan
kebutuhan luas lahan 0,24 m?2/jiwa.
5. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

1. Jalur pejalan kaki
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b.Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian
(trotoar) memiliki rasio 1:2
c. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
d. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
e. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas
penyeberangan.
2. Ruang terbuka hijau
a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:
1) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 1 m2 /jiwa.
2) Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2 /jiwa.
3. Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir.
4. Utilitas KPI
a. Harus disediakan hidran dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani
30.000 jiwa.
b. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.
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c. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah

dilihat, dan mudah diakses.
5. Prasarana lingkungan KPI

a.Jaringan jalan lingkungan dalam zona KPI: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan
minimum 8 meter.

b. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

c. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

d. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kegiatan industri,
kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

e. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

f. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kegiatan industri dengan
sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.

h. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240
liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.

i. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

j- Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

k. Penyediaan tempat parkir kendaraan konsumen maupun bongkar muat

0. Fasilitas pendukung Fasilitas pendukung dapat berupa poliklinik, sarana ibadah,
rumah, halte angkutan umurn, areal penampungan limbah padat, pelayanan
telekomunikasi dan keamanan

8 SPU Skala Kota (SPU-1) Sarana Utama; bangunan utama

i

Sarana pendukung: halaman parkir
Sarana penunjang; toilet, kantin
Ruang terbuka hijau

Prasarana
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a. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

b. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

c. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

d. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

e. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240
liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.

1) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

f. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

g. Rambu-rambu dan papan informasi

h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan dan CO2 untuk
ruangan genset.

i. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan
perlindungan sipil.

9 SPU Skala Kecamatan (SPU-2) Sarana Utama; bangunan utama

abhwh=

Sarana pendukung: halaman parkir
Sarana penunjang; toilet, kantin
Ruang terbuka hijau

Prasarana minimal

a.

b.
c.

Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

. Penyediaan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum

disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan standar.
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e. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

f. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani sarana kesehatan dengan
sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah. .

g. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

h. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

i. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan

j- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan
perlindungan sipil.

10 SPU Skala Kelurahan (SPU- 3) 1. Sarana Utama; bangunan utama
2. Sarana pendukung: halaman parkir
3. Sarana penunjang; toilet, kantin
4. Ruang terbuka hijau
5. Prasarana minimal

a. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

b. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

c. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

d. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

e. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240
liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.

f. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

g. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis ABC untuk ruangan-ruangan




-161 -

NO

ZONA

SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

11

SPU Skala RW (SPU-4)

1.Sarana Utama; bangunan utama
2.Sarana pendukung: halaman parkir
3.Sarana penunjang; toilet, kantin
4.Ruang terbuka hijau
S.Prasarana
a. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.
b. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup
c. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.
d. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.
e. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong secukupnya, yang sudah
dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.
f. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
g. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

12

Transportasi (TR)

1.Pelayanan keselamatan di terminal antara lain:
a. Informasi dan fasilitas keselamatan
b. Informasi dan fasilitas kesehatan
2.Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal antara lain :
a. Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar/penjemput
b. Naik turun penumpang dari dan ke kapal
c. Pos dan petugas kemanan
d. Informasi gangguan keamanan
e. Peralatan dan pendukung keamanan
3.Pelayanan kehandalan/keteraturan di terminal antara lain :
a. Kemudahan untuk mendapatkan tiket
b. Informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal
4.Pelayanan kenyamanan di terminal :
a. Ruang tunggu
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5

b. Gate/koridor boarding
a. Toilet
b. Tempat ibadah
c. Lampu penerangan
d. Fasilitas kebersihan
e. Fasilitas pengatur suhu
f. Ruang pelayanan kesehatan
g. Area merokok
.Pelayanan kemudahan di terminal antara lain :
a. Informasi pelayanan
b. Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
c. Informasi gangguan perjalanan kapal
d. Informasi angkutan lanjutan
e. Fasilitas layanan penumpanag
f. Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang
g. Tempat parkir
h. Pelayanan bagasi penumpang
Pelayanan kesetaraan di terminal antara lain:
a. Fasilitas penyandang difable
b. Ruang ibu menyusui

13

Perikanan Budidaya (IK-2)

[u—

. Jalan lingkungan dengan lebar minimum 6 m
. Jalur pejalan kaki
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b.Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian
(trotoar) memiliki rasio 1:2
c. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
d. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemuli titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
e. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau..

3. Ruang terbuka hijau taman berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
4. Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa tempat parkir.
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5. Prasarana

a. Harus disediakan hidran dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani
30.000 jiwa.

b. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.

c. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.

d. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

e. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

f. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

g. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

h. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kegiatan perikanan
dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.

j- Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240
liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik, dan harus me iliki tutup.

k. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

1. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

14 Zona Pariwisata — (W) 1.Jalan lingkungan dengan lebar minimum 6 m

2.Jalur pejalan kaki

a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.

b.Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian
(trotoar) memiliki rasio 1:2

c. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
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d. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemuli titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya

e. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau..

3.Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
4.Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa tempat parkir.
5.Prasarana

a. Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai
dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.

b. Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup

c. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi, kapasitasnya memenuhi
standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM.

d. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan
PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN.

e. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240
liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.

g. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan
sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.

h. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.

6. Sarana pendukung dapat berupa poliklinik, sarana ibadah, toilet umum, gazebo
15 Campuran Intensitas Tinggi (C1l) dan | 1. Jalan lingkungan dengan lebar minimum 7 m

Campuran Intensitas
Menengah/Rendah - (C2)

2. Jalur pejalan kaki
a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
b. Jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.
c. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2

d.
e.

m;
Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
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f. Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika
menemuli titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain
seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya

g. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas
penyeberangan.

3. Ruang terbuka hijau

a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH:

1) Taman/tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m 2 /jiwa.

2) Taman/tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2 /jiwa.

3) Taman/tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m 2 /jiwa.

4) Taman/tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m 2 /jiwa.

b. Ruang terbuka hijau berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa.

4. Ruang terbuka non hijau

a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah
penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3
m?2 /jiwa.

b. Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk
penghuni sekitarnya.

5. Prasarana lingkungan perumahan

a. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran
lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.

b. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5
bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.

c. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah
dilihat, dan mudah diakses.

d. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar
perkerasan minimal 3,5 meter.
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. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan

perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

. Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan

volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter).

. Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal yang

sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), dapat berupa TPS
volume > 1 m3 atau dengan container volume 6-8 m3, dengan metode angkut tidak
tetap. e

. Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik yang berada di

bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air
tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal.

i. Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah

domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem off site).

j. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan

kaki.

. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air

hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai
kebutuhan/standar.

. Penyediaan lahan parkir umum

1) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250
penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT,
dan memiliki standar penyediaan 100 m?, dengan penyebaran lokasi pada area
pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai
pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; -

2) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500
penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RW,
dan memiliki standar penyediaan 400 m?, dengan penyebaran lokasi pada area
pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai
pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;

3) Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan
(30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada
skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m?, dengan penyebaran
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4)

5)
6)

7)
8)

lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal
wilayah kelurahan (seluas 1.000 m?), dan pangkalan angkot (seluas 200 m?);
Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan
(120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada
skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m?, dengan penyebaran
lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal
wilayah kecamatan (seluas 2.000 m?), dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500
m?).

Pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-
7,5;

Pasar swalayan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir
3,5-7,5;

Pasar, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;
Hotel/penginapan/losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3;

6. Sarana pendukung
a. Sarana pendidikan berupa:

1)
2)
3)
4)

5)

Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m2/jiwa.

PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m2/jiwa.
Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m2/jiwa.

SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m2/jiwa.

SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m2/jiwa.

b. Sarana kesehatan berupa:

1)

2)

Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250

jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m2/jiwa.

Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2 /jiwa.
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NO

ZONA

SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

3)

4)

5)

1)
2)
3)
4)

S)

1)
2)
3)

4)

1)

Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk
jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan
0,006 m2/jiwa.

Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m2/jiwa.
Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung
minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa.

. Sarana ibadah berupa:

Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa.
Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m2/jiwa.
Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa.
Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m2/jiwa.

Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga,
dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.

. Sarana perdagangan dan jasa berupa:

Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2/jiwa.

Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa,
dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa.

Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m2/jiwa.
Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk
jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas
lahan 0,3 m2/jiwa.

. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:

Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung
minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2 /jiwa.




—_-_____________—_ ———————

___ZONA ~ SARANA DAN PRASARANA MINIMAL ==

2) Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk
pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m?2 /jiwa.

3) Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal
120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa.

f. Sarana olahraga berupa:

1) Untuk skala desa/kelurahan yang didukung dengan penduduk sebanyak 30.000
jiwa diarahkan menyediakan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan
kegiatan penduduk di area terbuka seperti pertandingan olah raga, upacara serta
kegiatan lainnya. Standar kebutuhan lahan 0,3 m2/jiwa.

2) Untuk skala kecamatan yang didukung dengan penduduk sebanyak 120.000 jiwa
diarahkan menyediakan 1 lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat
pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta
kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Standar
kebutuhan lahan 0,2 m2/jiwa.

3) Untuk skala kota, minimal menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket
(14x26 m), lapangan volly (15x24 m)

BUPATI BANJAR,

(<Z/

SAIDI MANSYUR







LAMPIRAN XXI

KETENTUAN PELAKSANAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

A. VARIANSI ZONASI
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LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MARTAPURA TAHUN 2022-2042

TEKNIK

PENERAPAN

KETERANGAN

Non-conforming dimension

Sempadan bangunan lebih kecil dari ketentuan

Diperkenankan, namun dengan pembatasan waktu, maksimal 10 tahun, atau
pada saat merubah atau merenovasi bangunan sudah diterapkan ketentuan yang
baru.

Angka KDB bangunan melebihi ketentuan

Diperkenankan, tidak lebih dari 10 %, dan dikompensasi dengan sumur resapan
yang memadai, namun dengan pembatasan waktu atau pada saat merubah atau
merenovasi bangunan sudah diterapkan ketentuan yang baru.

Tinggi bangunan melebihi ketentuan

Dengan menyediakan KDB dan KDH yang lebih tinggi, serta prasarana parkir yang
lebih luas.

Non-conforming use

Kegiatan perumahan pada zona komersial

Diperkenankan, terutama yang berupa asrama, apartemen.

Kegiatan komersial pada zona perumahan

Diperkenankan, maksimal dengan pelayanan kelurahan/lingkungan dan tidak
menimbulkan gangguan berarti. Untuk skala lebih besar (Perkotaan) dengan
pembatasan waktu maksimal 10 tahun.

Kegiatan komersial pada zona pelayanan

Diperkenankan, bukan kegiatan retail dan tidak menimbulkan gangguan.

Interim/temporary use

Kegiatan fasilitas pelayanan

Dapat menjadi pemecahan sementara akan kebutuhan fasilitas pelayanan.

Kegiatan RTH

Dapat menjadi pemecahan sementara akan kebutuhan ruang terbuka hijau.
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B. INSENTIF DAN DISINSENTIF
INDIKATIF PENERAPAN INSENTIF
NO ZONA NAMA INSENTIF & BLOK TUJUAN KRITERIA/SYARAT PENERAPAN BENTUK
1 Zona Rumah Kolam retensi; Blok A.2, A.3, Mendorong Kegiatan pemanfaatan lahan untuk | Bebas PBB dalam
Kepadatan A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, terwujudnya zona kolam retensi kawasan perumahan; waktu tertentu
Sedang (R-3) B.6,B.7,C.1,C.2,C.3,C.4,D.1, resapan air secara permanen menjadi kolam
D.2,D.3,E.1,E.2, E3,E4, F.1, retensi
Zona Rumah F.2, F.3, Keringanan PBB
Kepadatan Kegiatan pemanfaatan lahan untuk
Rendah (R-4) kolam retensi kawasan perumahan;
secara temporer menjadi kolam
retensi
2 Zona Rumah Infrastruktur Kota; Blok A.2, Partisipasi peningkatan Investor atau pengembang | Keringanan pajak
Kepadatan A.3, A4, A5,B.1,B.2, B.3, B.4, kualitas jalan lokal perumahan atau kegiatan komersial
Sedang (R-3) B.5, B.6, B.7, C.1, C.2, C.3, C.4, primer membangun jalan baru sebagai
D.1,D.2, D.3, E.1, E.2, E.3, E.4, akses baru
Zona Rumah F.1,F.2, F.3, Menciptakan jaringan
Kepadatan jalan kelas lokal primer Akses baru sebagai bagian dari
Rendah (R-4) jaringan jalan kolektor atau/dan
lokal primier
Investor tsb ikut meningkatkan
kualitas jalan lokal yang ada
3 e Zona Rumah Konsolidasi Kawasan Kota Menciptakan blok Pemilik rumah pada suatu blok Keringanan pajak

Kepadatan
Tinggi (R-2)

Lama; Blok D.1, D.2

atau superblok yang
kompak pada
kawasan padat di
pusat kota; campuran
fungsi pendukung
pesantren dan
perumahan

Untuk mendukung
fungsi ‘kota santri’

bersepakat untuk menciptakan
ruang public; untuk lahan parkir
atau untuk mendukung kegiatan
pesantren lainnya (home stay,
rumah kost, warung dsb)

Kompensasi
menambah KLB
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NO ZONA NAMA INSENTIF & BLOK TUJUAN KRITERIA/SYARAT PENERAPAN BENTUK
dan mendukung
kegiatan ‘Haul Guru
Sekumpul’

) Zona Rumah Penciptaan ruang publik; Menciptakan ruang Investor kegiatan komersial Kompensasi
Kepadatan Blok A.2, A5, B.2, B.3, B.5, terbuka hijau berpartisipasi dalam pembangunan penambahan KLB
Tinggi (R-2) B.6,B.7,C.1,C.2,C.3,D.1, D.2, dan/atau ruang ruang terbuka hijau dan/atau

E.1, E.4. terbuka umum ruang terbuka umum (trotoir,
(trotoir, pedestrian, pedestrian, parker umum dsj)
parkir umum dsj)

6 Untuk semua Pengendalian banjir Menciptakan Membuat/membangun kolam Bebas PBB dalam
subzona; kecuali dan/atau memperluas untuk tujuan tertentu tetapi secara waktu tertentu
subzona tampungan air larian sistem menjadi bagian dari saluran
sempadan kota darinase sekunder kota; misalnya Keringanan PBB
Sungai menerapkan bangunan inovatif

berdiri di area kolam; penerapan Keringanan pajak
‘water sensitive’ urban design usaha
Dengan jangka waktu tertentu;
suatu saat dapat berubah sesuai
dengan peruntukannya
7 e Zona Kawasan Pariwisata Zona KPI; Menciptakan fasilitas Membangun prasarana dan sarana eKompensasi
Peruntukan Blok A.1, A.2, A.3 hotel/penginapan di kunjungan wisata atau rekreasi penambahan KLB
Industri (KPI) tengah kegiatan Keringanan pajak
industri perikanan usaha
Mendukung kegiatan
pesantren di bagian
barat kota

8 Zona Rumah Pariwisata Zona R-4; Menciptakan fasilitas Membangun prasarana dan sarana Kompensasi
Kepadatan Blok A.1, A.2, A.3 hotel/penginapan di kunjungan wisata atau rekreasi penambahan KLB
Rendah (R-4) tengah perumahan

Keringanan pajak
Mendukung kegiatan
pesantren di bagian
barat kota
9 Zona Tanaman Konservasi Pertanian Kota; Mengurangi beban pajak | Lahan pertanian/tanaman pangan Pengenaan PBB lebih

Pangan (P-1)

Blok B.5, C.1,C.2, E.3,F.2, F.3

pemilik dan/atau
pengguna lahan dalam

yang masuk ke dalam LP2B (telah
ditetapkan dalam Perda)

ringan
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NO ZONA NAMA INSENTIF & BLOK TUJUAN KRITERIA/SYARAT PENERAPAN BENTUK
menjaga pemanfaatan
ruang dan mendorong
untuk mempertahankan
lahan pertanian
10 Zona Tanaman Pariwisata Zona Pertanian; Menciptakan fasilitas Bukan pada kawasan LP2B Keringanan pajak
Pangan (P-1) Blok B.5, C.1,C.2, E.3,F.2, F.3 hotel/penginapan di
tengah persawahan Membuat pengolahan air limbah
atau kawasan atau tidak mencemari saluran
pertanian irigasi
INDIKATIF PENERAPAN DISINSENTIF
KRITERIA/SYARAT
NO ZONA NAMA DISINSENTIF TUJUAN PENERAPAN BENTUK
1 Zona Tanaman Pangan (P- PBB tinggi; Mengurangi kegiatan yang Menelantarkan lahan Pengenaan PBB lebih
1) Blok B.5, C.1,C.2, E.3, F.2, mempengaruhi lingkungan dan | atau tidak tinggi
F.3 ketahanan pangan memanfaatkan lahan
untuk tanaman pangan
Mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang.
2 Zona Rumah Kepadatan Perketat/tambah syarat; A.2, Menghambat dan membatasi Pembangunan yang Pensyaratan khusus
Sedang (R-3) A.3,A.4, A5, B.1,B.2, B.3, kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan dalam perizinan
B.4, B.5, B.6, B.7, C.1, C.2, yang tidak mendukung persaratan teknis
Zona Rumah Kepadatan C.3,C4,D.1,D.2,D.3,E.1, kelancaran fungsi drainase walaupun tidak
Rendah (R-4) E.2,E.3,E4,F.1,F.2, F.3, kota. menimbulkan
permasalahan segera
3 Kawasan Campuran Pembatasan penyediaan Mencegah, membatasi, Industri sudah Pembatasan

Intensitas
Menengah/Rendah (C-2)

prasarana dan sarana;
Blok A.4, A.5, B.1, B.4, B.6,
B.7,C.2,C.3,C.4,D.1,D.2,
D.3, E.2 dan E.3.

dan/atau mengurangi
pembangunan pada
kawasan yang dibatasi
pengembangannya

Khususnya untuk industri

berdiri sebelum
perbup

Membuang limbah
ke badan sungai
atau saluran utama

peningkatan kapasitas:
- Energi listrik

- Air bersih

- Jaringan jalan

Membuat AMDAL dan
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KRITERIA/SYARAT
NO ZONA NAMA DISINSENTIF TUJUAN PENERAPAN BENTUK
yang bercampur dengan kota menjalankan UPL/UKL
hunian dan dengan fungsi
lainnya; khususnya yang Menimbulkan
berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas
pencemaran lingkungan

C. KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM

NO PERMASALAHAN ZONASI KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN
1 - Pemberlakuan khusus - Peraturan Presiden No.51 tahun 2016 Bangunan yang sudah ada sebelum berlakunya
keberadaan bangunan atau tentang Batas Sempadan Sungai dan perda ini dapat diijinkan
kolam/tambak di sempadan peraturan turunannya Dalam waktu menjalankan kegiatan usaha harus
sungai sebelum perda - Pembangunan di sungai merupakan mempertahankan karakteristik lingkungan sungai
- Terjadi proses erosi bagian dari sejarah  perkotaan dan laut
Martapura Perluasan bangunan dalam satu kepemilikan
- Menghindari kerugian akibat bencana tidak dilakukan ke arah sungai
alam erosi Dalam pemberian izin baru maupun penenentuan
- Erosi sebagai proses alami telah status qou atau status hukum keberadaan
menimbulkan masalah status bangunan maupun jenis kegiatan karena alasan
pertanahan di sepanjang sungai historis harus melalui pertimbangan Forum
Martapura. Upaya  pengendalian Penataan Ruang (FPR)
pembangunan sangat dibutuhkan
untuk menghindari tuntutan hukum
kepada pemerintah sekaligus
menghindari bencana.
2 - Pemberlakuan khusus - Pembangunan di sempadan sungai Bangunan yang sudah ada sebelum berlakunya

keberadaan bangunan atau

merupakan bagian dari

perkotaan Martapura

sejarah

perda ini dapat diijinkan
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BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM

NO PERMASALAHAN ZONASI KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN
kolam /tambak di sempadan Optimasi  penerapan  pengelolaan Dalam waktu menjalankan kegiatan usaha harus
sungai sebelum perda sungai sebagai drainase utama kota mempertahankan karakteristik lingkungan sungai
Menghalangi pembangunan Perlunya membatasi perkembangan Perluasan bangunan dalam satu kepemilikan
jalan ispeksi dan pemanfaatan ruang di sempadan tidak dilakukan ke arah sungai
pembangunan pengendalian sungai Perlunya  sosialisasi tentang kemungkinan
drainase kota Menghindari bencana longsor dan pembangunan sarana pengendali banjir pada
Adanya potensi longsor menghindari kerugian akibat bencana beberapa titik penting yang bisa berdampak pada
alam pembongkaran bangunan yang ada
Dalam pemberian izin baru maupun penenentuan
status qou atau status hukum keberadaan
bangunan harus melalui pertimbangan Forum
Penataan Ruang (FPR)
3 Suatu petak tanah Penarikan garis lurus pada batas zona Bangunan yang sudah ada sebelum berlakunya

kepemilikan terkena batas-
batas zona /subzona
peruntukan yang berbeda
Suatu jenis bangunan atau
kompleks bangunan dalam
suatu kepemilikan terkena
batas-batas zona /subzona
peruntukan yang berbeda

dan subzona bertujuan untuk:

Optimasi keteraturan zona untuk
tujuan efisiensi pembangunan
infrastruktur bagi kepentingan umum
Menghindari atau mengurangi
masalah eksternalitas pada setiap
keputusan penggunaan lahan oleh
suatu kepemilikan lahan, kecuali bila
sudah terdapat aturan ‘development

impact fee’

Sebagai batas-batas yang dapat
menjadi dasar untuk terjadinya
kerjasama = pembangunan antara

swasta — pemerintah atau PPP (Public
Private Partnership)

Untuk tujuan persyaratan
menghindari /mengurangi bencana;
kasus sempadan sungai dan sungai

perda ini dapat diijinkan

Pemberlakuan batas zona/subzona mengikuti
batas-batas kepemilikan petak lahan atau
kesatuan fungsi/ jenis kegiatan. Pilihan
zona/subzona sesuai dengan kegiatan yang
diijinkan

Tidak menimbulkan permasalahan bagi

kepentingan umum dan lingkungan hidup
Pembatasan pengembangan bagi jenis kegiatan
atau fungsi yang tidak sesuai dengan
zona/subzona peruntukan

melalui pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR)




NO

PERMASALAHAN

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM
ZONASI

KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN

- Kecenderungan pertumbuhan perlu
diprioritaskan ~ pada  kepentingan
umum

- Ketentuan penggunaan lahan pada
teks zoning masih bersifat teknis dan
belum maksimal mengakomodasi
aspek hukum

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR






